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ABSTRAK

Nama . lvina Louviani Suwana
Program Studi : lImu Hukum

Judul : Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen Ditinjau dari
Sudut Pandang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
(Studi Kasus Pelanggaran Kontrak Berlangganan Telkomsel
Program Telkomflash)

Hukum perdata Indonesia mengenal dua macam gugatan, yakni berdasarkan
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya, terdapat
kemungkinan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum. Penurunan batas pemakaian wajar secara sepihak oleh
Telkomsel dapat dijadikan satu contoh dimana terjadi suatu perbuatan yang
merupakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang demikian
akan menimbulkan suatu polemik mengenai gugatan mana yang paling tepat
untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Skripsi ini akan membahas
mengenai pelanggaran kontrak oleh Telkomsel dilihat dari sudut pandang
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta gugatan yang paling tepat
digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kata kunci:

Perikatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen
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ABSTRACT

Name . lvina Louviani Suwana
Study Program: Law Science

Title :Relation Between Entrepreneur and Consumer Based On
Perspective of Breach of Contract and Tort (Case Study Breach of
Subscription Contract Telkomsel Program Telkomflash)

Indonesia private law acknowledges two types of petition, petition based on
breach of contract and tort. In fact, there is possibility that one act can be
categorized as both breach of contract and tort. The reducition of usage fair by
Telkomsel is an example of an act that could be categorized as both breach of
contract and tort, which will cause a polemic in determining which petition that
best to settle this dispute. This thesis will study the breach of subscription contract
by Telkomsel based on the perspective of breach of contract and tort and
determine the best petition to settle the dispute.

Key words

Contract, Breach of contract, Tort, Consumer Protection
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan dunia teknologi informatika dan multimedia
terus melejit tanpa bisa terbendung lagi, termasuk penggunaan internet. Internet
dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu
yang menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di
seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari
mulai yang statis hingga yang dinamis dan interakSecara umum terdapat
banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke
internet. Satu hal yang paling menarik adalah keanggotaan internet tidak
mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lain yang
biasanya menghambat pertukaran pikiran.

Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis
serta memiliki kode etik yang dihormati setiap anggotanya. Manfaat internet
terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa
mengenal batas jarak dan waktu. Dengan manfaat yang demikian, permintaan
masyarakat atas tersedianya jaringan internet semakin meningkat.

Penyelenggara jasa multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi
yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya
jasa teleisi berbayar, jasa akses interneteinet service providgr jasa
interkoneksi internet, jasa internet teleponi untuk keperluan puublikpjasiess
access protoco{WAP), jasa portal, jasamall office home offic€SOHO), jasa
transaksi on-line dan jasa aplikasi packet-switched laifinya.

Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap

akses terhadap internet, penyelenggara jasa multimedia, khususnya akses internet

! Eddy Purwanto Pengantar World Wide Web<http://www.google.co.id#hl=id&q=
kegunaan internet&start=20&sa=N&fp=7897739e3857a872 Oktober 2009.

2 |Indonesia (A),Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001 tentang
penyelenggaraan Jasa Telekomnuik®sisal 46.

Universitas Indonesia
Hubungan antara..., ivina Louviani Suwana, FH Ul, 2010



pun semakin bermunculan. Para penyedia jasa multimedia itu kemudian
berlomba-lomba menawarkan jasa mereka dengan tarif murah dan iming-iming
berupa akses internet yang cepat. Telkomflash adalah layanan akses internet
nirkabel (wireless) kecepatan tinggi melalui laptop atau PC (desktop) yang dapat
diakses melalui modem datacard, ponsel, atauputer. Layanan ini disediakan

oleh TELKOMSEL untuk seluruh pelanggannya, baik pascabayar (kartuHALO)
atau prabayar (sSimPATI dan Kartu AS) dengan tarif akses data berbasid.waktu

Telkomsel sebagai salah satu penyedia jasa multimedia yang menawarkan
jasa internet WAP, ternyata telah menjadi suatu sorotan publik, dimana banyak
konsumen yang merasa kecewa bahkan merasa tertipu dengan program yang
ditawarkan, yakni Telkomflash pakaetlimited. Para konsumen merasa bahwa
adanya ketidaksesuaian antara produk yang diberikan oleh Telkomflash dengan
apa yang tercantum dalam kontrak berlangganan. Kekecewaan tersebut
disebabkan oleh adanya pemotongan secara sepihak oleh Telkomsel mengenai
batas penggunaan wajar yang dalam perjanjian dicantumkan seliggg RByte
(GB) menjadi hanya 50Blega BytgMB).

Masalah yang demikian dapat dikaitkan dengan hukum perdata dan hukum
perlindungan konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
mengatur mengenai jasa telekomunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui,
hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara
jasa umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau karena

undang-undang.

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak
yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan

tersebut.®

3 <http://www.telkomsel.com/web/telkomselflashdiakses pada 27 Oktober 2009.

4 A.z. NasutionHukum Perlindungan Konsumen,, Suatu Pengantdakarta: Diadit
Media, 2002), hal. 74.

® Prof Subekti, S.HHukum Perjanjiancet 12, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal.1.
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Selain mengenai perikatan tersebut, KUHPerdata juga mengatur mengenai
perbuatan melawan hukum yang diatur dalam buku Il mengenai Perikatan. Pasal
1365 KUHPerdata menyatakan bahwa

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepad seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.

Dalam hukum perdata dikenal dua macam gugatan, yakni wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum. Apabila atas suatu perjanjian yang telah disepakati
terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena terdapat
hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang
menderita kerugian. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara pihak
yang menimibulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat
diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam masalah pemotongan batas pemakaian wajar yang dilakukan oleh
Telkomsel ini terdapat suatu perbuatan yang melanggar perjanjian sekaligus juga
melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaiman kita ketahui, bahwa
Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak dan
kewajiban baik pelaku usaha dan konsumen yang harus dipatuhi. Selain itu,
terdapat juga peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi yang
harus dijadikan bahan pertimbangan. Dengan demikian, penulis juga hendak
mengkaji lebih lanjut permasalahan Telkomflash dilihat dari sudut wanprestasi

maupun perbuatan melawan hukum.

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka
penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut:
1. Apakah kontrak berlangganan antara konsumen dengan Telkomsel telah

memeihi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan KUHPerdata?

® SuharnokoHukum perjanjian, Teori dan Analisa Kasuset. 3, (Jakarta : Prenada
Media, 2004), hal. 115-116.
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2. Apakah penurunan batas pemakaian wajar yang dilakukan secara sepihak
oleh Telkomsel merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?
3. Gugatan apakah yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan

masalah antara konsumen dengan Telkomsel?

1.3. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai hubungan hukum antara produsen dan konsumen dilihat dari
sudut pandang hukum perdata dan sudut pandang hukum perlindungan konsumen.

Dari sudut pandang hukum perdata, penulis hendak memaparkan lebih jauh

mengenai masalah yang terjadi antara konsumen dengan Telkomsel dilihat dari

segi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dari sudut pandang hukum
perlindungan konsumen, penulis hendak memaparkan mengenai hak dan
kewajiban produsen.

Secara khusus tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai pemenuhan syarat-syarat
sahnya perjanjian dalam perjanjian berlangganan antara konsumen dengan
Telkomsel.

2. Untuk dapat menentukan apakah penurunan batas pemakaian wajar yang
dilakukan secara sepihak oleh Telkomsel merupakan wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum.

3. Untuk dapat mengetahui gugatan yang sebaiknya digunakan apakah
berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam

menyelesaikan masalah antara konsumen dan Telkomsel.

1.4. Definisi Operasional
Dalam melakukan penulisan tentang Iklan Yang Menyesatkan Dilihat Dari
Sudut Pandang Wanprestasi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka

perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
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1. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak
yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tefsebut

2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konstimen.

3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagarigkan.

4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang eK8nomi.

5. Penyelenggara jasa multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi
yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di
dalamnya jasa televisi berbayar, jasa akses inteinetrr{et service
providern), jasa interkoneksi internet, jasa internet teleponi untuk keperluan
puublik, jasawireless access protocQVAP), jasa portal, jasamall office
home office(SOHO), jasa transaksin-line dan jasa aplikaspacket-
switched lainnya?

6. Telkomsel adalah perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi selular
GSM.*

7. Telkomflash adalah layanan akses internet nirkabekles9 kecepatan

tinggi melalui laptop atauPC yang dapat diakses melalui modem

" Prof Subekti]oc.cit, hal.1.

8 Indonesia,Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumigh) No. 8, LN No.42
tahun 1999, TLN No. 3821, psl.1, btr.1.

%Ibid., psl.1,btr.2.
Y1pid., psl.1,btr 3.
¥ Indonesia (A), psl. 46.

12 surat Pernyataan Berlangganan Paket Telkomflash bagian Definisi angka 1.
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datacard,ponl, ataupurrouter. Layanan ini disediakan oleh Telkomsel
untuk seluruh pelanggannya, baik pascabayar (kartuHALO) atau prabayar
(simPATI dan Kartu AS) dengan beberapa tariff akses’data.

8. Fair Use Policyadalah ketentuan antara Telkomsel dan pelanggannya
yang mengatur perilaku wajar dalam penggunaan layanan internet
broadband pada level tertentu. Ketentuan ini juga mengatur restriksi
bandwidth terhadap pelanggan yang penggunaan internetnya melebihi
batas tertentu dalam periode waktu tertéfitu.

9. Unlimited Packageadalah paket untuk layanan akses internet yang
dibedakan berdasarkan kecepatan akses, paket ini terbatas pada batas
pemakaian wajar, ketika penggunaan internet pelanggan melebihi Fair Use

maka kecepatan aksesnya akan disesudikan.

1.5. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif téftulis
Adapun data yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah data
sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder
yang diambil oleh penulis untuk dianalisis adalah bahan-bahan kepustakaan yang
berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata (khususnya
mengenai perikatan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum).

Dalam sumber data sekunder yang digunakan penulis untuk menyusun
karyat tulis ini, terdapat bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yang
digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-
undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan yang

berkaitan dengan penyedia jasa multimedia. Bahan hukum sekunder yang

31bid., angka 2.
*1bid., angka 9.
'3 1bid., angka 10.

18 Sri Mamuijigt.al., Metode Penelitain dan Penulisan Hukuret.1 , (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 10.
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digunakan adalah buku-buku, artikel ilmiah, dan karya tulis yang berkaitan
dengan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen.

Untuk melengkapi bahan-bahan pustaka tersebut, penulis juga melakukan
studi lebih lanjut mengenai testimoni dari para konsumen yang merasa tidak puas
terhadap jasa yang ditawarkan oleh Telkomflash. Dalam hal ini, metode yang
dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan testimoni dari para konsumen
Telkomflash adalah dengan melalui media internet, dimana terdapat beberapa

forum yang khusus menampung keluhan-keluhan para pelanggan tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab untuk memudahkan pengertian
sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan ini. Sistematika dalam penulisan ini
adalah:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan
penulisan, kerangka konsepsional, metode penulisan, dan

sistematika penulisan.

BAB Il : TEORI UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN,
PERJANJIAN,DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Bab ini membahas tentang teori umum perjanjian berdasarkan

KUHPerdata, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum.

BAB Il : TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN JASA LAYANAN TELEKOMUNIKASI
Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang UU
Perlindunagn Konsumen, hak dan kewajiban baik konsumen
maupun pelaku usaha, serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha, serta mengenai peraturan perundang-undangan yang

mengatur jasa telekomunikasi.
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BAB IV

BAB V

: KONTRAK ANTARA PELANGGAN DENGAN TELKOMSEL
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG WANPRESTASI DAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini membahas mengenai kontrak berlangganan antara
pelanggan dengan Telkomsel, tinjauan mengenai wanprestasi,
perbuatan melawan hukum, serta gugatan wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum.
: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab di

atas.
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BAB 2
TEORI UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN,
PERJANJIAN, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2.1 Hukum Perikatan

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan
adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak yang menunjuk pada
hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih,
dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak
yang terlibat dalam hubungan hukum tersébutlenurut llmu Pengetahuan
Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua)
orang atau lebih, yang terletak di dalam lapanagn harta kekayaan, dimana pihak
yang satu berhak atas prestasi dan phak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.

Mr.Dr.H.F.Vollmar, di dalam bukunya Ifileiding tot de studie van het
Nederlands Burgelijk Rechtnengatakan sebagai berikut:

“Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu
(debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan
terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.”

2.1.1. Unsur-unsur perikatan

Berdasarkan rumusan tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat
dilihat bahwa dalam suatu perikatan terdapat 4 (empat) unsur, yakni:
1. Hubungan Hukum
Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatakan “hak”
pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila 1
(satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggara hubungan tadi, lalu hukum
memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau pun dipulihkan kembali.
Pada dasarnya, tidak semua hubungan hukum dapat disebutkan perikatan. Suatu

janji untuk bersama-sama pergi ke pusat hiburan, tidak melahirkan perikatan,

13 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, APerikatan yang Lahir dari Perjanjian
(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1.
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sebab janji tadi tidak mempunyai arti hukum. Janji demikian masuk dalam
lapangan moral dimana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan “reaksi”
dari dan oleh anggota-anggota masyarakat lainnya. Jadi, pelaksaannya bersifat
otonom dan sosiologis. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau

bukan, hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tert&htu.

2. Kekayaan

Dahulu, suatu hubungan hukum dikatakan sebagai perikatan apabila hubungan
hukum tersebut dapat dinilai dengan uang. Kriteria itu semakin lama sukar untuk
dipertahankan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang
tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika terhadapnya tidak diberikan akibat
hukum, rasa keadilan tidak akan terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan salah satu
tujuan dari pada hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu,
sekarang kriteria tesrebut tidak lagi dipertahankan. Maka ditentukan bahwa
sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau
masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat
hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi
sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak

Hubungan hukum harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak
atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak
yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang
berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikatan. Pada setiap perikatan
sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditur dan sekurang-kurangnya 1
(satu) debitur. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan terdapat

beberapa orang debittft.

4 Mariam Darus, dkk Kompilasi Hukum Perikatan(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2001), hal. 1

Ylibid, hal. 2.

"ibid, hal. 3.
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4. Prestasi (Objek Hukum)

Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
Dengan demikian, menurut pasal tersebut, prestasi dapat dibedakan atas:

a. memberikan sesuatu,

b. berbuat sesuatu,

c. tidak berbuat sesudtu

2.1.2 Sumber perikatan
Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan,
baik karena perjanjian baik karena undang-undang. Dengan demikian, salah satu

smber perikatan yang diatur dalam KUHPerdata adalah perjahjian.

2.1.3 Hapusnya Perikatan
Mengenai hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata
dengan cara-cara sebagai berikut:
1. pembayaran;
Pembayaran dalam hukum perikatan tidak ditafsirkan sebagai pembayaran
sejumlah uang, sebagaimana yang dikenal dalam percakapan sehari-hari.
Pembayaran diartikan sebagai setiap tindakan yang melaksanakan prestasi dalam
suatu perikatah’ Dengan demikian, pembayaran dalam hal ini juga meliputi
setiap penyerahan barang yang dijual oleh si pe%‘?juMengenai pemenuhan
prestasi diatur dalam Pasal 1382 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang kepentingan,

sepertinya seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang.

17| bid, hal. 6.
18 1bid, hal. 7

9 R.M. Suryodiningrat,Azas-azas Hukum Perikataedisi ke-2, (Bandung: Penerbit
Tarsito, 1985), hal.123.

20 Abdulkadir MuhammadHukum Perikatan cet ke-3, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1992), hal.61.
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Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang ketiga, yang tidak
mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak
atasnama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak

atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang”

Dalam hukum perikatan, dengan terjadinya pembayaran, maka perjanjian antara

para pihak terlaksana.

a. Pihak yang Berwajib Membayar
Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 KUHPerdata, pihak-pihak yang berkewajiban
untuk melakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Debitur

2. Pihak ketiga yang berkepentingan untuk membayar, seperti seorang yang
turut berutang atau seorang penanggung utang.

3. Pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan untuk membayar, yang
dibagi lagi ke dalam dua golongan yakni pihak ketiga yang membayar atas
nama diri sendiri dan dinyatakan untuk berwenang dan pihak ketiga yang
membayar atas nama dan untuk debitur ialah mereka yang bertindak
sebagai wakil, misalnya kuasa.

b. Pihak yang Berwenang Menerima Pembayaran

Mengenai pihak yang berwenang menerima pembayaran diatur dalam Pasal 1385

KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
“Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang, atau kepada seorang
yang dikuasakanolehnya, atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh
Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-

pembayaran bagi si berpiutang.

Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa
menerima bagi si berpiutang, adlah sah, sekadar si berpiutang telah
menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, para pihak yang berhak untuk menerima

pembayaran adalah sebagai berikut:
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1. Kreditur sendiri
2. Seorang yang diberi kuasa oleh kreditur

3. Sorang yang diberi kuasa oleh Hakim atau oleh undang-undang lain

penawaran pembayarn tunai diikutin penyimpanan atau penitipan;
pembaharuan utang;

saling memperhitungkan utang atau kompensasi;

sercampuran utang;

pembebasan utang;

musnahnya barang terutang;

kebatalan atau pembataan;

© © N o 00 bh DN

berlakunya suatu syarat batal;
10. daluwarsa.
Berikut akan dijelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan hapusnya

perikatan menurut KUHPerdata.

2.2. Hukum Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Rumusan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan
tersebut dapat dilihat bahwa bahwa suatu perjanjian adalah:
1. suatu perbuatan;
2. antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang);
3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjaniji

tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi bila
ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara

fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah
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kemudian dikenal adanya tiga perjanjian, yakni perjanjian konsensual, perjanjian
formil, dan perjanjian riif*

Pernyataan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa “terdapat
sekurangnya dua orang” menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin
dibuat sendiri. Dengan demkian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang
perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori
perjanjian.

Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut
melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanjia tersebut”, mempertegas
bahwa perjanjian melibatkan sekurangnya dua pihak, yaitu debitor, pada pihak
lain, sebagai pihak yang berkewajiban; dan kreditor pada pihak lain, sebagai pihak
yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitor, sesuai dengan yang telah

dijanjikan oleh debitor??

2.2.2. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang
dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang
mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umum, yang
merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam
mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya
menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan
pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini adalah asas-asas umum hukum
perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.
2.2.2.1.Asas Personalia

Personalia yang dimaksud dalam asas ini adalah tentang siapa-siapa yang
tersangkut dalam suatu perjanjfan.

Asas ini terdapat dalam pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau

L Kartini Muljadi dan Gunawan, Widjaja, Agc.cit.,hal. 7.
??|bid, hal. 13.

23 Subekti, Hukum Perjanjian (cet ke-19 , Jakarta: PT Intermasa, 2002), hal. 29.
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meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan
tesrebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh
seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya
akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Meskipun secara sederhana pasal 1315 menujuk pada asas personalia,
namun lebih jauh dari itu, ketentuan pasal ini juga menunjuk pada kewenangan
bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan pefjarifiada
umumnya sesuai dengan asas personalia yang diberikan dalam pasal 1315
KUHPerdata, masalah kewenangan bertindak seorang sebagia individu dapat
dibedakan ke dalam:

1. untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri.
2. sebagai wakil dari pihak tertentu. Mengenai perwakilan ini dapat
dibedakan ke dalam:

a. yang merupakan suatu badan hukum dimana orang perorangan tersebut
bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang
untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga;

b. yang merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya
dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah
umur, kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit.

3. sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal

ini berlakulah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku Il

KUHPerdate®

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai
dua sudut, yakni : Sudut kewajiban-kewajibamligationg yang dipikul oleh
suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu
hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam
perjanjian itu. Sudut kewajiban juga dapat dinamakan sebagai sudut pasif,

sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudutktif.

24 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Ap.cit., hal. 15
?® |bid., hal. 17.

%6 sybektiloc.cit.,hal. 29.
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Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Hal ini berarti
bahwa suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima
kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya,
dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh
hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya (.

Pasal 1318 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah

untuk ahliwarisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya,

kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat

perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”

telah melebarkan personalia suatu perjanjian hingga meliputi para ahlia waris
pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

Pengalihan hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian kepada
para ahliwaris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian adalah
suatu hal yang dapat dimengerti. Berdasarkan Hukum Waris, segala hak dan
kewajiban, atau segala utang-piutang, atau aktiva dan passiva dari yang meninggal
secara otomatis diwarisi atau pindah kepada sekalian ahliwarisnya. Dalam suatu
perjanjian, segala hak yang diperoleh merupakan aktiva, sedangkan sebaliknya
kewajiban-kewajiban yang disanggupi merupakan passiva dari yang merfhggal.

Pasal 1340 KUHPerdata juga kembali menegaskan asas kepribadian suatu
perjanjian, seperti yang sudah dikemukakan oleh Pasal 1315 KUHPerdata, dengan
menyebutkan janji untuk pihak ketiga untuk memperoleh sesuatu manfaat dari

suatu perjanjiaf’

2.2.2.2. Asas Konsensualitas
Asas konsensualitas menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian

yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan

27|bid , hal. 29-30.
28 |bid, hal. 32.

29| bid, hal. 33.
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karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam
perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan
atauconcencusmeskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-
mata®® Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat
secara lisan saja, dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika
dikehendaki sebagai alat bufti.

Pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan
bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, namun demikian,
untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk
memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan
adanya suatu tindakan nyata tertefitu.

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai
syarat sahnya perjanjian, yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang.

KUHPerdata tidak memberikan rumusan lebih jauh mengenai formalitas
kesepakatan yang harus dipenuhi kecuali dalam berbagai ketentuan khusus,
seperti misalnya mengenai hibah yang diatur dalam Pasal 1683 KUHPerdata.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan
sah dan mengikat para pihak jika di antara pihak yang bersangkutan sudah terjadi
suatu kesepakatdn.

2.2.2.3. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 (1)

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah

%0 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Agc.cit.,hal. 35

%1 Abdulkadir MuhammadHukum Perikatan cet.ke-3, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1992), hal. 85.

%2 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Ap.cit., hal. 35.

3 bid., hal. 36.

Universitas Indonesia
Hubungan antara..., ivina Louviani Suwana, FH Ul, 2010



18

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan adanya
kata “semua’, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan bahwa
setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja
(atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang
membuatnya seperti undang-undéhg.

Ketentuan mengenai asas ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan dalam
Pasal 1320, khususnya angka 4 mengenai “suatu sebab yang tidak terlarang”.
Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan
mengadakan perjanjian, mempunyai kebebasan untuk menyusun dan membuat
kesepakatan atua perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan
sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang
terlarang®

Pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan
hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan
manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Dalam
membuat suatu perjanjian, pihak-pihak yang bersangkutan diperbolehkan untuk
membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum
Perjanjian tersebut. Apabila tidak terdapat pengaturan khusus, barulah pasal-pasal
dalam Hukum Perjanjian itu dinyatakan berldku.

Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah
terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabaila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau kterteban umum, memberikan suatu gambarang umum bahwa
pada dasarnya semua perjnajian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap
orang. Suatu perjanjian akan menjadi terlarang hanya bila mengandung prestasi
atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan,

dan ketertiban umum

% Subektiloc.cit.,hal. 13.
% Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Ap.cit., hal. 46.

% Subekti,loc.cit, hal. 13.
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2.2.2.4. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servande)

Pasal 1338 KUHPerdata secara khusus mengatur mengenai asas ini dengan
ketentuan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berkaitan dan merupakan
konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa salah satu sumber perikatan adalah perjafijian.

Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak
secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para
pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh
mereka. Dengan demikian, dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak
melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak lain dalam
perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan
jalur hukum yang berlaki?

Selain merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 123Ragas
Sunt Servandguga menegaskan kembali asas personalia dari suatu perjanjian.
Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh
anggota masyarakat tanpa kecuali, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang
membuatnya. Dengan demikian pemaksaan berlakunya dan pelaksanaannya dari
perjanjian hanya dapat dilakukan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian

terhadap pihak lainnya dalam perjanjian tersébut.

2.2.2.5. Perjanjian Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik

Asas ini diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdata
yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik”. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan prestasi dalam tiap-
tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak

pada saat perjanjian ditutp.

37 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Agc.cit., hal. 59.
% Ibid.
¥ Ibid., hal. 60.

“01bid., hal, 79.
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Hal lain yang mendasari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
adalah bahwa suatu perjanjian sejak perjanjian tersebut ditutup, hendaknya sama
sekali tidak dimaksudkan untuk menimulkan kerugian terhadap kepentingan
debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar
perjanjian*!

Mengenai itikad baik juga dapat ditemukan dalam Pasal 1235 KUHPerdata
yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk

menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai

seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas
tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu;
akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

dalam kaitannya dengan Pasal 1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu
menjadi tanggungan kreditor sejak perikatan lahir. Jika debitor lalai untuk
menyerahkan barang yang berangkutan, maka barang itu semenjak

perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Dari rumusan tersebut dapat disimpulakan bahwa meskipun kebendaan yang harus
diserahkan berdasarkan suatu prestasi belum diserahkan oleh debitor, dan risiko
atas kebendaan suah beralih kepada kreditor, KUHPerdata tetap melindungi
kepentingan dari kreditor yang berhak atas penyerahan benda tersebut. Debitor
yang diwajibkan untuk menyerahkan kebendaan tersebut, seabgai itikad baik
pemenuhan perikatan tersebut, diwajibkan untuk merawatnya hingga saat

penyerahan dilakukaf.

“1bid., hal. 70.

“21bid., hal. 81.
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2.2.3. Syarat Sahnya Perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai Syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian, yakni sebagai berikut:
1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
(concencup
2. Ada kecapakan pihak-pihak untuk membuat perjangapdcity
3. Ada suatu hal tertenta (certain subject mattgr

4. Ada suatu sebab yang halkgal causg

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, diakui oleh
hukum. Sebaliknya, perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh
hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangKiitan.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai
orang-orang yang terlibat dalam perjanjian atau subyek yang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif,
karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang
dilakukan itu**

Mengenai syarat-syarat obyektif dan subyektif akan mempunyai pengaruh
yang besar terhadap sahnya perjanjian apabila salah satu dari syarat-syarat itu
tidak terpenuhi. Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat itu tidak terpenuhi,
maka suatu perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dari semula
tidak pernah dilahirkan sehingga tidak pernah lahir suatu perikatan. Dengan
demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam
bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian itu null and47oid.

Sementara apabila salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, maka akibat
yang muncul adalah perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, namun salah satu
pihak mempunyai hak untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

Pihak yang dapat memintakan pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap

43 Abdulkadir, loc.cit., hal.88-89.
44 Mariam Darus, dkkloc.cit, hal.73.

4> Subekti, @.cit., hal.20.
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atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.
Dengan demikian, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat, selama tidak
perjanjian itu tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permohonan salah satu pihak.
Dalam hal ini, nasib suatu perjanjian tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan
suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamatidable

(Bahasa Inggris) ataternietigbaar (bahasa Beland3).

2.2.3.1. Persetujuan K ehendak

Persetujuan kehendak berarti adanya suatu kesepakatan, seia sekata antara
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat di antara mereka. Dengan
kata lain, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak
yang lain. Para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbdl balik.

Persetujuan kehendak itu bersifat bebas, artinya benar-benar didasarkan
pada kemauan sukarela antara para pihak. Dengan kata lain, tidak ada paksaan
sama sekali dari pihak manaptirMengenai persetujuan kehendak, juga termasuk
di dalamnya tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Hal ini diatur secara jelas
dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tidak ada suatu
perjanjian pun mempunyai kekautan jika diberikan karena kekhilafan atau
diperoleh dengan paksaan aau penipuan”.

Mengenai mengenai kekhilafan diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdata
yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika

kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok

perjanjian.

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi

mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud untuk

“® |bid.
47 Abdulkadir,loc.cit, hal. 89.

“® |bid.
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membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena

mengingat dirinya orang tersebut”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, terdapat dua jenis kekhilafan yakni sebagai
berikut:

1.

Error in persona

Error in persona terjadi apabila mengenai diri pihak lawannya dalam
persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang ter§&6ontoh
daripada kekhilafan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan
pelukis terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan pelukis yang tidak
terkenal, tetapi namanya sama dengan pelukis terkenal tersebut.

Error in substansia

Error in substansiaterjadi apabila mengenai hakekat barang yang menjadi
pokok persetujuan®® Contohnya, seseorang yang beranggapan bahwa ia
membeli lukisan kayra Affandi, kemudian baru diketahui bahwa lukisan yang

dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

Mengenai paksaan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam 5

pasal, yakni Pasal 1323 hingga Pasal 1327 KUHPerdata. Suatu persetujuan

kehendak bersifat bebas, yang berarti betul-betul atas kemauan sukarela para

pihak. Dengan kata lain, di antara para pihak itu tidak terdapat paksaan sama

sekali dari pthak manapun.

Pengertian paksaan diatur dalam rumusan Pasal 1324 KUHPerdata yang

berbunyi sebagai berikut:

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat
menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu
dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau

kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

4 Mariam Darus,dkkloc.cit, hal. 75

*0|bid. hal. 76.
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Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan
kedudukan orang-orang yang bersangkutan”

Dari rumusan pasal tersebut, yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan
jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang
diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia
akhirnya membuat persetujusinDalam hal ini, suatu paksaan harus benar-benar
menimbulkan ketakutan yang sedemikian rupa bagi yang menerima paksaan.

Mengenai penipuan sebagai pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal
1328 KUHPerdata. Menipu menurut undang-undang diartikan sebagai suatu
tindakan yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan
keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya
menyetujui>

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua
atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk
dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan
siapa yang harus melaksanakannya. Pada umumnya, sebelum para pihak sampai
pada suatu kesepakatan, salah satu pihak atau lebih sebelumnya akan mengajukan
suatu pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan
segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk
disepakati oleh para pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan
nama “penawarar™

Penawaran berisikan kehendak dari salah satuu atau lebih pihak dalam
perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh

persetujuan dari lawan pihaknya tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang

*1 R. SetiawanPokok-pokok Hukum Perikatanet. Ke-4, (Bandung: Percetakan
Binacipta, 1987), hal.60.

®2 Mariam Darus, dkkloc.cit, hal. 76
%3 Abdulkadir, loc.cit, hal. 91-92.

** Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Agc.cit.,hal. 95.
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melakukan penawaran menerima penawaran tersebut, maka tercapailah suatu
kesepakatan®

Dalam perjanjian yang konsensuil, secara prinsip telah diterima bahwa
saat tercapainya kesepakatan adalah saat penerimaan dari penawaran yang terakhir
disampaikan. Dalam kegiatan dunia usaha yang tidak berlbatateles$, para
pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak harus bertemu muka secara fisik,
atau melakukan hubungan komunikasi secara langsung, melainkan dapat
dilakukan melalui mekanisme surat menyurat. Dalam perjanjian konsensuil,
KUHPerdata menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirlah
perjanjian, pada saat yang bersamaan juga menerbitkan perikatan di antara para

pihak yang telah bersepakat dan berjaniji ters&but.

2.2.3.2. Kecakapan Para Pihak untuk M engadakan Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus memenuhi Syarat umum
untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah
dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi
dalam melakukan perbuatan hukum vyang *4alfasal 1329 KUHPerdata
menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-
perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Mengenai
orang yang dinyatakan tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang
dengan ketentuan bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah:

a. orang-orang yang belum dewasa;

b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,;

c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-
undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa, hal tersebut diatur dalam Pasal

1330 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

%5 |bid., hal. 96.
*8ibid., hal. 96-97.

*wirjono ProjodikoroAzas-azas Hukum Perjanjianet ke-11, Bandung: PT Bale
Bandung, 1989, hal. 17.

Universitas Indonesia
Hubungan antara..., ivina Louviani Suwana, FH Ul, 2010



26

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua

puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua
puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan

belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan
orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara
sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, bagian keempat, bagian

kelima, dan bagian keenam Bab ini.”

Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan
sebagai berikut:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di
bawah kekuasaan oarng tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun

harta bendanya.

Dengan demikian, pengaturan mengenai batasan umur dewasa seseorang yang
diatur dalam KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan
Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seseorang
menjadi cakap untuk mengadakan perjanjian dimulai sejak umur 18 (delapan
belas) tahur®

Pasal 344 KUHPerdata menentukan bahwa orang-orang yang
diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu
berada di dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dengan
kata lain, orang-orang sebagaimana termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut
tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap

%8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Agc.cit.,hal. 130-131
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bertindak untuk mengadakan perjanjid©rang-orang di bawah pengampuan

ini mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa.
Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya,
sementara seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan, harus
diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 KUHPerdata, seorang perempuan
yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau
izin (kuasa tertulis) dari suaminya.

Apabila suatu perjanjian dilakukan oleh orang yang termasuk dalam
ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, terhadap perjanjian tersebut tidak batal
demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan kepada hakim.

Ketidakcakapan soerang perempuan yang bersuami dalam
KUHPerdata, ada hubungannya dengan sistem yang dianut dalam Hukum
Perdata Barat yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu kepada
suami. Keuasaan suami sebagai pimpinan keluarga dinamialeaital
macht®*

Ketidakcakapan seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan
menghadap pengadilan tanpa izin dan bantuan khusus dari suaminya kini
sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah
Agung No0.3/1963 tertanggal 4 Agustus yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Dalam surat
edaran tersebut dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 108 dan 110 KUHPerdata
tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan
untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya
sudah tidak berlaku lagf.

%9 Mariam Darus, dkklo.cit., hal. 78.

0 Subektiloc.cit.,hal. 18.
51 |bid.

%2 bid., hal. 19

Universitas Indonesia
Hubungan antara..., ivina Louviani Suwana, FH Ul, 2010



28

2.2.3.3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yakni berupa prestasi yang
perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut haruslah tertentu atau
sekurang-kurangnya dapat ditentuRasesuatu hal tertentu yang dapat dijadikan
obyek dalam suatu perjanjian harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa: “hanya barang-barang yang
dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan-
persetujuan”. Ketentuan pasal ini menegaskan kembali bahwa yang dapat
menjadi objek dalam perikatan adalah kebendaan yang masuk dalam lapangan
harta kekayaan. Dengan demikian, kebendaan yang berada di luar lapanganan
harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, tidak dapat
menjadi pokok perjanjidn
2. Barang yang akan ada
Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdata mengenai perjanjian,
yang melahirkan perikatan bersyarat dengan rumusan sebagai berikut:
“‘Kebendaan yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi

pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang
belum terbuka, ataupun meminta diperjanjian sesuatu mengenai
warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan
meninggalkan warisan yang menajdi pokok perjanjian itu; dengan
tidak mengurangi ketentuan Pasal-pasal 169, 176, dan 178.”

3. Barang tersebut harus dapat ditentukan jeniShya

®® Abdulkadir,loc.cit, hal. 93

%4 Mariam Darus, dkkloc.cit.,hal. 80

% Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Agc.cit, hal. 158-159
% Mariam Darus, dkkloc.cit.,hal. 80

®7 1bid.
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Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1333 yang menyatakan bahwa “suatu
pesetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit
ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak
tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dapat dilihat bahwa suatu perjanjian
hanya sah dan mengikat jika obyeknya yang berupa kebendaan telah

ditentukan jenisnya.

Melihat dari tiga kriteria sebagaimana disebutkan diatas, barang-barang
yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum,
pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan
objek perjanjiarf®

Apabila suatu perjanjian dibuat dengan melanggar ketentuan dari ketiga
pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perjanjian itu akan menjadi batal
demi hukum dan dianggap tidak pernah lahir. Dengan demikian, perikatan pun

dianggap tidak pernah terjadi.

2.2.3.4. Suatu sebab yang halal
Pengaturan mengenai suatu sebab yang halal terdapat dalam Pasal 1335 —
1337 KUHPerdata. Dari ketiga pasal tersebut, terdapat tiga syarat yang perlu
dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian berkaitan dengan sebab yang halal,
yakni sebagai berikut:
1. Perjanjian tanpa kausa
Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab,
atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak
mempunyai kekuatan hukum. Suatu perjanjian adalah tanpa sebab jika tujuan
yang dimaksud oleh para pihak pada waktu dibuat persetujuan tidak akan

tercapai’’

% Mariam Darus, dkkloc.cit.,hal.80.
% |bid.

0 R.Setiawan,loc.cit, hal.63.
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2. Sebab yang halél
Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan bahwa “jika tidak dinyatakan sesuatu
sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab lain
dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah”

3. Sebab terlaranf
Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan

kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian yang pasti mengenai
“sebab”. Menurut yuridprudensi yang ditafsiarkan dengan “sebab” adalah isi atau
maksud dari perjanjian. Melalui syarat ini, di dalam praktek merupakan upaya
untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Dengan demikian
Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan
apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusiladn.

Apabila suatu perjanjian dibuat dengan melanggar ketentuan dari ketiga
pasal sebagaimana telah diruaikan di atas, maka perjanjian tersebut akan menjadi

batal demi hukum dan perikatan pun tidak pernah terjadi.

2.3. Prestas dan Wanprestasi

2.3.1. Prestas

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap
perikatan, dimana pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan.
Mengenai perikatan diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan

bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

" Mariam darus, dkkgp.cit., hal. 81
2 bid.

% bid.
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sesuatu, atau untuk tidak berbubat ses{faBerdasarkan ketentuan tersebut,
wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

sesuatu.

2.3.1.1. Perikatan untuk Memberikan Sesuatu
Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 1235 —
1238 KUHPerdata. Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub
kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkuan
dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai

pada penyerahan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengerti@mberikan dalam perikatan
ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur,
misalnya perjanjian sewa menyewa. Selain penyerahan kekuasaan nyata atas
bendamemberikandapat juga diartikan sebagai penyerahan hak milik atas benda

dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jualbeli

2.3.1.2. Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
Mengenai perikatan ini diatur dalam Pasal 1239 — 1242 KUHPerdata.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan berbuat sesuatu adalah melakukan
perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Dengan
demikian, wujud prestasi dalam perikatan ini adalah perbuatan tertentu yang harus
dilakukan, misalnya membangun pagar, memasang pembatas jalan, dan lain-lain.
Dalam melakukan perbuatan tertentu itu debitur harus mematuhi apa yang telah
ditentukan dalam perikatan (perjanjian) dan bertanggungjawab atas perbuatannya

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dijafjikan

" Abdulkadir,loc.cit, hal. 17.
®Ibid., hal. 18.

®|bid., hal. 19.
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Tidak berbuat sesuatu berarti tidak melakukan perbuatan seperti yang telah
diperjanjian. Dengan demikian, wujud prestasi dalam perikatan ini adalah tidak
melakukan perbuatan tertentu, misalnya berjanji untuk tidak membangun pagar
pemisah, tidak membuat tembok yang terlalu tinggi yang dapat menghalangi
pemadangan, dll. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang telah
diperjanjikan untuk tidak dilakukan, ia bertanggungjawab atas akib&tnya.

2.3.1.3. Sifat prestasi

Prestasi merupakan esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini
tercapai, dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan tersebut berakhir. Sifat-
sifat dari prestasi adalah sebagai berikut:

1. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;

2. harus mungkin;

3. harus diperbolehkan (halal);

4. harus ada manfaatnya bagi kreditur;

5. bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
Apabila salah satu dari kelima sifat tersebut tidak terpenuhi pada suatu prestasi,
perikatan tersebut dapat menjadi tidak berarti dan dapat menjadi batal demi
hukum atau dapat dibatalk&h.

2.3.2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
“wanprestatie” yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan
yang timibul karena undang-undafigTidak terpenuhinya kewajiban tersebut
dapat disebabkan oleh dua hal sebagai berikut:

1. Kesalahan debitur, baik yang dilakukan secara sengaja maupuan

karena kelalaian;

7 Ibid.,
8 bid., hal. 19-20.

9 1bid., hal. 20.
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2. Keadaan memaksdofce majeurg dimana terdapat keadaan diluar
kemampuan debitur, sehingga dalam hal ini debitur tidak dapat

dipersalahkan.

Dengan demikian, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana si debitur sehingga tidak
dapat memenuhi kewajibannya. Apabila dapat dibuktikan bahwa debitur sengaja
atau lalai tidak memenuhi prestasi, maka debitur tersebut melakukan

wanprestasi’

2.3.2.1. Wujud Wanprestas
Tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian dapat terwujud dalam

beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa
disebabkan karena debitur tidak mau memberikan prestasi atau memang
secara objektif debitur yang bersangkutan tidak mungkin berprestasi lagi
atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berpféstasi

2. Debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya /
melaksanakakewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
Dalam hal ini, debitur beranggapan telah memberikan prestasi nya, namun
dalam kenyataannya, apa yang diterima oleh kreditur ternyata lain daripada
yang diperjanjikan. Kreditur membeli lemari buku berwarna cokelat,
ternyata yang dikirim adalah lemari berwarna biru. Dalam hal ini,
penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya dapat dikatakan sebagai tidak

memberikan presta&].

8 bid., hal. 19.

81 Satrio,Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumngat. Ke-3, (Bandung : Penerbit
Alumni), 1999, hal.122

8 |bid., hal. 128.
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3. Debitur tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya
Dalam hal ini, debitur telah melakukan prestasi sebagaimana diperjanjikan,
dan obyek prestasinya pun tepat, namun waktu pelaksanaan itu tidak sesuai
dengan apa yang sudah diperjanjikan.

4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolefikan.

2.3.2.2. Akibat Wanprestasi
Dalam hal seorang debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
mestinya, dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena adanya unsur kesalahan
padanya, maka terdapat akibat-akibat hukum yang dapat dituntutkan kreditur
terhadap dirinya. Terhadap kelalaian tersebut diancamkan beberapa sanksi atau
hukuman yang dapat berwujud sebagai berikut:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain
dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan risiko

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan

2.3.2.3. Ganti Rugi
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1236-1243
KUHPerdata, ganti rugi yang terdapat dalam KUHPerdata dapat berarti:

1. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya (yang disebut
dengan prestasi pokok), yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang
bersangkutan

2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, dalam hal terjadi prestasi
yang tidak sebagaimana mestinya namun kreditur mau menerima disertai

dengan penggantian kerugian

8 bid., hal. 133.

#Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Berikatan Pada Umumny&d.1, Cet.2.,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 70
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3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur karea
keterlambatan prestasi dari debitur, sehingga merupakan ganti rugi yang
dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya

4. Kedua-duanya sekaligus, yakni pengganti kewajiban prestasi pokok

perikatannya maupun ganti rugi kterlambatanfiya.

Ganti rugi diperinci ke dalam tiga unsur, yakni : biaya, rugi, dan bunga. Biaya
adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan
oleh satu pihdk. Contohnya dalam suatu perjanjian kerjasama antara pedagang
kue dengan seorang pemilik toko. Ketika pemilik toko tidak datang mengambil
pesanan sebagaimana yang telah diperjanjikan, kue yang sudah dibuat termasuk
bahan-bahan yang digunakan oleh pembuat kue adalah termasuk dalam biaya.

Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur
yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, dengan kata sungguh-sungguh diderita
oleh kredituf”. Jumlah kerugian ditentukan dengan suatu perbandingan antara
keadaan kekayaan sesudah terjadinya wanprestasi dan jumlah kekayaan
seandainya tidak terjadi wanprestasiContohnya dalam hal perbaikan rumah
antara tukang kerja dengan pemilik rumah. Ketika tukang kerja ceroboh saat
mengerjakan atap sehingga atap tersebut ambruk dan merusak perabotan rumah,
maka kerusakan tersebut merupakan kerugian.

Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah dibayangkan
atau dihitung oleh kreditur bahwa ia akan mendapatk&hn@antohnya dalam
jual beli dimana pembeli memesan sebuah tas kulit seharga Rp 25 juta rupiah
kepada penjual dan penjual telah berjanji akan mengantarkan barang tersebut
tanggal 21 April. Pada tanggal 21 April, penjual ternyata tidak mengantarkan

pesanan tas kulit, sementara pembeli telah berjanji kepada pihak lain untuk

% |bid., hal. 146-147.

8 Subektiloc.cit.,hal. 47.

& |bid.

8 Mariam Darus, dkk/oc.cit., hal.2.

8 Subekti,op.cit., hal.47.
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menjual kembali tas kulit itu dengan ahrga Rp 30 juta. Dengan demikian, akibat
kelalaian si penjual, pembeli tersebut kehilangan keuntungan sebesar Rp 5 juta.

Ganti kerugian harus dihitung berdasrkan nilai uang, sehingga harus
berupa uang dan bukan barang. Dalam ganti rugi, ketiga unsur di atas harus
senantiasa ada, minimal terdapat unsur kerugian yang sesungguhnya diderita oleh
kreditur. Meskipun debitur yang telah melakukan wanprestasi diharuskan untuk
membayar ganti rugi kepada kreidtur, undang-undang masih memberikan
pembatasan-pembatasan dalam hal ganti rugi yang bagaimana yang seharusnya
dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan tersebut diatur dalam
Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1247 KUHPerdata
“Debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau
sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal
tdak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan

olehnya”

Pasal 1248 KUHPerdata
“Jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur,
pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh
kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri dari apa

yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan”

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, dapat dilihat pembatasan dalam
hal pembayaran ganti kerugian yang harus dilakukan oleh debitur adalah bahwa
kerugian tersebut harus dapat diduga ketika membuat perikatan dan merupakan
akibat langsung dari wanprestasi. Kerugian yang memenuhi kedua hal itulah yang
wajib dibayar oleh debituf’

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam

epraturan mengenai bungmoratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran

% Muhammad Abdulkadifoc.cit, hal. 40-41.

Universitas Indonesia
Hubungan antara..., ivina Louviani Suwana, FH Ul, 2010



37

sejumlah uang, kerugian yang diderita oleh kreditur dalam hal terjadi
keterlambatan pembayaran, adalah bermperest rente, atau bungaMoratoir

berasal dari kata latinnfora” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Dengan
demikian bungamoratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman)

karena debitur itu alpa atau lalai membayar utanghya.

2.4. Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1. Pengertian Perbuatan M elawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan
melanggar, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” pada
dasarnya tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan
perbuatan melawan hukum sehingga pengertian tesebut diserahkan kepada doktrin
dan vyurisprudensi. Pada awalnya, perbuatan hukum dalam pasal 1365
KUHPerdata mengandung pengertian yang sempit, yakni tiap perbuatan yang
bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang tersebut yang timbul
dari undang-undany§. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan undang-undang
(onwetmatigedaad). Pengertian sempit ini muncul karena dipengaruhi oleh ajaran
legisme?®

Menurut Hoffman dalam bukunya vyang berjudillederlandsh
Vervbintenissenrechkonsensuensi dari pengertian sempit tersebut adalah suatu
perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sama sekali tidak dapat
dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan

hukum, sekalipun perbuatan tersebut bertentangan dengan hal-hal yang

°1 Subekti,loc.cit.,hal. 49 .

%2 M.A. Moegini Djojodirdjo,Perbuatan Melawan HukunijJakarta: Pradnya Pramita,
1979), hal. 21.

% Rosa AgustinaPerbuatan Melawan HukunCet-1, (Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 5.
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diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan
masyarakat?

Pengertian tersebut menjadi lebih luas sejak adanya petkainanvs
Lindenbaumyang dikenal sebagddrukker Arrestdengan putusafloge Raad
pada tanggal 31 Januari 1919. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha
percetakan telah membujuk percetakan Lindenbaum untuk membexdn
pesanan dari langganan-langgannya. Cohen kemudian memanfaatkan informasi
ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para pelanggannya lari ke
perusahaan Cohen. Lindenbaum menggunat Cohen untuk membayar kerugian
kepadanya.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Neggct{bank namun
kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tingdi#of) dengan alasan bahwa
sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak
berlaku bagi Cohen karena undang-undang tidak meyatakan dengan tegas bahwa
mencuri informasi adalah melawan hukum. Keputusiaf tersebut akhirnya
dibatalkan olelHoge Raaddengan pertimbangan bahwa dalam keputusan makna
tentang perbuatan melawan hukum dalam keputdsédipandang secara sempit
sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara
langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang
tidak dilarang oleh undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan ini
bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan
masyarakat bukanlah merupakan perbuatan melawan Hikum.

Keputusan Hoge Raad tersebut memberikan perumusan tentang
onrechtmatigedaad sesuai dengan perumusan yang dincantumkan dalam
rancangan undang-undang 1913 yang menyatakan bahwa:

“perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau suatu kealpaan

berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan

kewajiban hukumn si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau

melanggar, baik kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan keharusan,

% Djojodirdjo, op.cit., hal. 21.
% bid., hal. 6-7.
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yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain

atau barang®®

Unsur-unsur Perbuatan M eawan Hukum

Pengertian perbuatan hukum yang menjadi semakin luas tersebut menurut

Mariam Darus Badrulzaman mengandung lima unsur yang harus ada untuk

menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yakni:

1.

Harus ada perbuatan, yang dimaksud engan perbuatan ini baik yang
bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat

atau tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum.

3. Ada kerugian.

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan
kerugian.
Ada kesalahars¢huld)?’

2.4.2.1. Melawan Hukum

Dengan meninjau pengertian luas danrecthmatigedaadebagaimana

dinyatakan olefHoge RaadbadaArresttanggal 31 Januari 1919 dalam perkara

Lindenbaum melawan Cohen, perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai

berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

1. Hak subyektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain bearati melanggar wewenang khusus
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak-hak subyektif yang
diakui oleh vyurisprudensi adalah hak-hak pribadi atau perorangan

(persoonlijkheidsrecthgndan hak-hak kekayaarvermogensrechteriy.

Hak pribadi contohnya adalah kebebasan, kehormatan, nama baik, dan

lain-lain. Sementara hak kekayaan contohnya adalah hak kebendaan dan

% Djojodirdjo, op.cit., hal. 24-25.
" Rosa Agustinagp.cit., hal. 50.

% Djojodirdjjo, op.cit., hal. 36
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hak mutlak lainnnyd® Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang
lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara
langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan
dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku,
berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak
dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut Afkum.

. Kewajiban hukum si pelaku

Djuhaendah Hasan daldstilah dan Pengertian Perbuatan Hukum dalam
Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum
menyatakan bahwa kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang
berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam
arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan

pengrusakam’*

. Kaedah kesusilaan

Kaedah kesusilaan ini mencakup norma-norma kesusilaan sepanjang
norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-
peraturan hukum tidak tertuff$ Utrecht menulis bahwa yang
dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam
kemasyarakatan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau’8gama.

. Kepatutan dalam masyarakat

Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan
orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.R
Setiawan dalam buku yang berjud®lokok-pokok Hukum Perikatan
menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan
kepatuan adalah:

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

% Rosa Agustinagp.cit., hal. 53.
1% pid.

%% |pid., hal. 54.
192 bjojodirdjo, loc.cit, hal. 44.

193 Rosa Agustinagp.cit., hal. 54.
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b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang
lain, yang berdasarkan pemikiran normal yang harus diperhaftkan.

2.4.2.2. Kerugian

Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan
pengertian antara kerugian asebagai akibat perbuatan melawan hukum di satu
pihak dan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain
pihak. Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian sebagai akibat perbuatan
melawan hukum sebagaiscadé (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat
wanprestasi olen Pasal 1246 KUHPerdata dinamakéonsten, scaden en
interessen” (biaya, kerugian, dan bungddhadedalam pasal 1365 KUHPerdata
dimaksudkan sebagai kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Schadedalam arti kerusakan yang diderita yang menyebabkan bendanya
tidak mulus lagi, tidaklah dapat diganti. Umpamanya sebuah mobil ditabrak mobil
lain sehinggaspatboardnyamengalami kerusakan, dan sesudah diperbaiki tidak
mulus lagi. Karenanya mobil tersebut mengalami pengurangan haegadé
vermindering). Dengan adanyaaarde verminderingtersebut pemilik mobil
tersebut tentu mengalami kerugian, dan karenanya pemilik tersebut berhak
menuntut ganti kerugiaf?®

Beberapa penulis merumuskaohadesebagai “penyusutan dari pemuas
kebutuhan”. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat
berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil. Kerugian selalu
memperkirakan kerugian atas kekayaan yang berupa kerugian uang. Sementara
kerugian idiill atau moril meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan
kesenangan hiduf3®

Apabila dilihat dari bunyi pasal 580 ke-Reglement Burgelijk
Rechvordering(Undang-undang tentang Acara Perdata Bagad van Justitie

dulu), yang juga memakai istilahKbsten, scade en interessen” untuk

194 bid., hal. 56.
195 bid., hal. 74.

198 |bid., hal 76.
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menyebutkan kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (pidana), maka
dgpa dianggap, bahwa pembuairgelijk Wetboelsebetulnya tidak membedakan
kerugian akibat perbuatan melawan hukm dan kerugian akibat wanprestasi.
Keduanya juga meliputi ketiadaan penerimaan suatu keuntungan, yang mula-mula
diharapkan oleh si korban sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUHPérdata
yang menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya
perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang diderita oleh
penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan.

Meskipun terdapat persamaan pengertian antara kerugian berdasarkan
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetap ada perbedaan dalam beberapa
hal. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar
karena perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1243 KUHPerdata memuat
ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Pitlo
menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena
perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal
1243 KUHPerdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243
KUHPerdata tersebut secara analdfis.

Penggugat yang mendasarkan gugatan pada pasal 1365 KUHPerdata
sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan, bahwa besarnya kerugian akan
ditentukan oleh undang-undang telah menjadi yurisprudensi yang tetap.
Mahkamah Agung Indonesia dalam putudanSoegiono v. Walikota Kepada
Daerah Tingkat Il Kota Madya BlitarNo. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970,
memuat pertimbangan lain sebagai berikut:

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas,
sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk
menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178
(3) HIR (ex aetue et bono)’

197 bid., hal. 71.
198 |bid., hal. 72.

191pid., hal. 73.
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Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dimana diusahakan agar
s penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya
perbuatan melawan hukum. Sementara kerugian yang disebabkan oleh
wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah
ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa
untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian umpamanya, sebanyak
sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati berddma.
Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh
hukum adalah sebagai berikiit
a. Ganti rugi nominal
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan
yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian
nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang
tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya
kerugian tersebut. Inilah yang disebut sebagai ganti rugi nominal.
b. Ganti rugi kompensasi
Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran
kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami
oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
c. Ganti rugi penghukuman
Ganti rugi penghukuman meruapkan suatu ganti rugi dalam jumlah besar
yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti
rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata antara lain ialah:
1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materil).
2. Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi
kenikmatan atas sesuatu.
3. Menyalahgunakan hak orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa

kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orand*fain.

10pid., hal. 77.

1 Munir FuaddyPerbuatan Melawan HukuifiPendekatan KontemporefBandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 134-135.
Y2 |pid., hal. 85-86.
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2.4.2.3. Hubungan Sebab Akibat (kausalitas)

Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk
meneliti adakah hubungan kausal adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal
antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si
pelaku dapat dimintakan pertanggunjawabidn.

Menurut ajaran Von Buri yang dikenal dengan nammadition sine qua
non yang berarti syarat mutlak, tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk
timbulnya suatu akibat, adalah menjadi sebab daripada akibat. Dengan demikian,
suatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, dimana jika
perbuatan masalah itu tidak ada, maka akibatnya tidak akan timbul. Ajaran
condition sine qua nonmengajarkan bahwa syarat-syarat baik positif maupun
negatif, sama-sama merupakan sebab dan sebagai demikian sama Hilainya.

Selain ajarancondition sine qua non,muncul teori adequateadequate
veroorzaking) yang dikemukakan oleh Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa
perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah
perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan
perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang t&/&lengan demikian,
hubun@n kausal ada apabila kerugiannya menurut aturan-aturan pengalaman
sepatutnyalah merupakan akibat yang diharapkan dari perbuatan melawan hukum
itu. Ada kemungkinan bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu
perbuatan sukarela (dari orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk
menyangkal, bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang
bersangkutan'®

Pada tahun 1960, Koster mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap
kriteria teori adequate yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut Koster, teori

adequate seharusnya dihapuskan dan memasukkan sistem “dapat

113 Djojodirdjo, loc.cit., hal. 83.
41bid., hal. 84.
115 Rosa Agustindoc.cit.,hal. 92

118 pid., hal. 93.
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dipertangungjawabkan secara layaKToérekening naar redelijheid/ TNR
Faktor-faktor yang penting dalam pidato Koster mengenai ketidakpuasan tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;

2. Sifat kerugian;

3. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga,;

4. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk
membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan financial
pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan
kerugian terdapat perkembangan teori d@endition Sine qua non, teori
adequate, dan Toerekening naar redelijkheid/ TNR.

2.4.2.4. Kesalahan (Schuld)

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdata,
pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan
melawan hukum hanyalah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya
apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kessdah#t) (
juga digunakan dalam arti kealpaaongchtzaamheid) sebagai kebalikan dari
kesengajaan.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan
kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan dan
kesangajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesEfigajaan.
Kesengajaan terjadi apabila pada waktu seseorang melakukan perbuatan atau pada
waktu melalaikan kewajibannya, ia sudah mengetahui dan memikirkan bahwa
akibat tertentu akan timbul, dan meskipun sudah mengetahuiny, pelaku tetap saja

melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibantya.

17 bid., hal. 95-96.
118 bid., hal. 64.

19 Djojodirjo, loc.cit.,hal. 66.
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Vollmar mengemukakan bahwa dalam hal menentukan seorang melakukan
kesalahan atau tidak, terdapat dua sudut pandang, yakni dalam arti subyektif
(abstrak) atau dalam arti obyektif (konkrit). Dalam arti subyektif, yang menjadi
tolak ukur adalah mengenai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan atau
melalaikan kewajiban, apakah terhadap orang tersebut dapat dipersalahkan.
Dengan demikian, dapat dilakukan suatu penelitian apakah ketika melakukan
perbuatan atau melalaikan kewajiban, kondisi kejiwaannya berada dalam keadaan
sehat atau normal sehingga dapat menyadari maksud dan arti perbutannya.

Dalam arti obyektif, yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada
umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dipersalahkan megnenai suatu perbuatan
tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari
perbuatannya yang konkft:

Unsur kesengajaan dalam pasal 1365 KUHPerdata dianggap ada apabila
dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan
konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban,
meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari
korban tersebut?

120 pid.
121 Rosa Agustinagp.cit., hal. 65.

122|bid., hal. 66.
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BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN JASA LAYANAN TELEKOMUNIKASI

3.1.  Tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen

3.1.1. Batasan Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut A.z. Nasution adalah
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah
penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan
penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakdatasal 1 angka 1 UUPK juga
menyatakan pengertian mengenai perlindungan konsumen, yakni segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada
konsumen.

Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK dinyatakan sebagai seitap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan. Dalam penjelasannya ditekankan lebih lanjut bahwa
konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut adalah
konsumen akhir yang berarti pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dinyatakan sebagai setiap
orang atau perseorangan ata badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi. Pengertian dalam UUPK tersebut

122 A 7. Nasution]oc.cit., hal. 22.
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3.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa hak Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/atau jasa
Hak ini dimaksudkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian (fisik
maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu protfuk.

b. Hak untuk memperoleh informasi
Hak ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan
kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu
dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak
memadai. Hak ini diperlukan agar konsumen dapat memperoleh gambaran
yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen
dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya.
Informasi yang merupakan hak konsumen di anataranya adalah mengenai
manfaat kegunaan produk, fek samping atas penggunaan produk, tanggal
kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersébut.

c. Hak untuk memilih
Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk
memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada
tekanan dari pihak luar. Hak memilih baru muncul ketika ada alternative
pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara
monopoli oleh suatu produsen, maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini
tidak akan berfungsi. Pemenuhan hak untuk memilih ini dibantu dengan
adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama
Pasal 19 yang menentukan bahwa suatu pelaku usaha dilarang melakukan satu

ata beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain

123 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodblukum Perlindungan Konsumehd. 1, Cet. Ke-2,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),hal. 41.

124 | bid.
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yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha
yang tidak sehdf®

. Hak untuk didengar

Hak ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau
hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat diwujudkan
melalui pertanyaan tentang berbagai produk tertentu apabila informasi yang
diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan
atas adanya kerugian yang tealh dialami akibat penggunaan suatu produk, atau
yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan secara
perorangan maupun secara kolektif, baik disampaikan langsung kepada pelaku
usaha atau diwakili oleh suatu lembaga tertéfftu.

Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak
(tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak dapat
memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat berkaitan dengan penggunaan
produk yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, baik berupa materi
maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian). Hak
ini dapat diwujudkan melalui suatu prosedur tertentu, baik yang diselesaikan

secara damai ( di luar pengadilan) maupun melalui pengddflan.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat
penerapan harga secara tidak wajar. Dalam keadaan tertentu konsumen dapat
saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan

atau kualitas barang atau jasa yang diperolehnya. Mengenai hak ini juga

125|bid., hal. 42.
128 |bid., hal.43-44

127 1pid., hal. 44.
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didukung oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan persaingan Usaha
Tidak Sehat?

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah
dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hdkum.

Pasal 5 UUPK menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai

berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
Kewajiban konsumen untuk beritikad baik hanya tertuju pada transaksi
pembelian barang dan/atau jasa karena bagi konsumen kemungkinan untuk
dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan
produsen. Berbeda dengan Pelaku Usaha dimana kemungkinan terjadinya
kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh
produsen®

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut
Kewajiban ini ditujukan untuk mengimbangi hak konsumen untuk
mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara

patut™*

128 1hid., hal.45.
1291phid., hal. 46.
130 1hid., hal. 49.

131 bid., hal. 50.
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3.1.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 6 UUPK menyatakan bahwa hak para Pelaku Usaha adalah sebagai

berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atau
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tdak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan yang diatur dalam huruf a menunjukkan bahwa pelaku usaha
tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang
diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang
berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Sementara ketentuan
pada huruf b,c, dan d lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah
dan/atau Badan Penyelesaian Senketa Konsumen / pengadilan dalam tugasnya
melakukan penyelesaian sengketa. Ketentuan ini juga bertujuan untuk
menghindari terjadinya perlindungan konsumen secara berlebihan sehingga
mengabaikan kepentingan pelaku usaha.

Ketentuan huruf e mengenai hak-hak yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan lainnya mencakup mengenai hak-hak yang diatur dalam
Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan undang-undang
lainnya. Karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, UUPK
merupakan payung bagi smua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan

konsumen-3?

132|bid., hal. 50-51.
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Pasal 7 UUPK menyatakan bahwa kewajiban Pelaku Usaha adalah sebagai

berikut;

a.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kewajiban ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjti#ian.

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.

Penyampaian informasi yang benar merupakan suatu hal yang sangat penting
agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk
tertentu. Ahmadi Miru dalam disertasinya yang berju@uinsip-prinsip
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen thdonesia menyatakan bahwa
penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi,
peringatan, maupun yang berupa instrafi.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif. Dalam penjelasaan huruf ¢ dikatakan bahwa pelaku usaha
dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan,
termasuk mutu pelayanan.

Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengjui dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Dalam penjelasan huruf e

dinyakatakan bahwa yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu

133|bid., hal. 52.
134|bid., hal. 54.

135 bid., hal. 55.
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adlah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan
atau kerugian.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan

perjanjian.

3.1.1. Perbuataan yang Dilarang Dilakukan oleh Pelaku Usaha

Salah satu tujuan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh UUPK
adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, dimana tujuan tersebut
bermaksud menghindarkan munculnya akibat negative dari pemakaian barnag
dan/atau jasa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan Pelaku Usaha. Karena
itu Pasal 8 UUPK menentukan beberapa larangan bagi Pelaku Usaha sebagai
berikut:

“Pasal 8 UUPK
(1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatkaan dalam label atau
etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, Kkeistimewaan, dan
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa

tersebut;
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f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut;

g. tidak mencantumkan tangal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik daripada barang
dan/atau jasa tersebut;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

I. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih ata netto, komposisi,
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan
alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang
menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

J. tidak mencantumkan informasi dan/ata petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap
dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa
memberikan informasi yang lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknya dari peredaran.”

Menurut Nurmandijito, ketentuan mengenai larangan ini merupakan suatu upaya
agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang
layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik

melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Universitas Indonesia

Hubungan antara..., ivina Louviani Suwana, FH Ul, 2010



55

3.2.  Tinjauan Umum Mengenai Jasa Telekomunikas dan Internet

3.2.1. Pihak-Pihak Dalam Penyelenggaraan Telekomunikas

Mengenai siapa saja yang terkait dalam penyelenggaraan jasa
telekomunikasi diatur dalam UU telekomunikasi dan peraturan-peraturan lain
yang mendukung jalannya proses penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan

uraian sebagai berikut:

3.2.1.1. Pengguna
Pasal 1 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa pengguna layanan
telekomunikasi dibagi menjadi dua, yakni:

a. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang
menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi
berdasarkan kontrak!*°

b. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang
menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunalsi
berdasarkan kontrak’

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Telekomuniksi dinyatakan bahwa masyarakat
sbeagai pengguna layanan telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk
menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan
memperhatikan  peraturan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan
penyelenggaraan telekomunikasi menimbulkan kerugian bagi pengguna karena
kelalaian atau kesalaan pihak penyelenggara jasa telekomunikasi, pihak yang
dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diberikan
kepada masyarakat luas atau pengguna yang dirugikan karena kesalahan atau
kelalaian penyelenggara telekomunikasi. Penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan

dengan cara yang cepat, yakni melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.

1% |ndonesia (a)Jndang-undang tentang Telekomunika#i] No. 36 Tahun 1999 LN
no. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881, Pasal. 1, angka. 9.

371bid., Pasal. 1, angka. 10.
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Dalam hal penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut tidak berhasil, maka dapat

ditempuh jalur pengadilaft®

3.2.1.2. Penyelenggara Telekomunikas

Pasal 1 angka 8 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa penyelenggara
telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi
pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi yang lebih baik, pemerintah
sebagai pihak penyelenggara dapat melimpahkan penyelenggaraan telekomunikasi
pada badan hukum lain baik milik pemerintah swasta, dengan pengaturan lebih
lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan
jaringan  telekomunikasi, = penyelenggara telekomunikasi  dapat
memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan/atau bangunan yang
dimiliki atau dikuasai pemerintah. Hal ini juga berlaku terhadap sungai,
danau atau laut, baik permukaan maupun dasar. Pengoperasian dan/atau
pemeliharaan jaringan telekomunikasi ini dapat dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang B&tlaku.

b. Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah mendapat izin
dari menteri:*°

c. Penyelengara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi terhadap pihak-
pihak yang dirugikan kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat
membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan

atau kelalaianny&*

138 |bid., Pasal 15 dan penjelasannya.
139 bid., Pasal 12.
101bid., Pasal 11 ayat (1).

“11bid., Pasal 15 ayat (2).
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d. Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk
pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting menyangkut:
a. Keamanan negara,
b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
c. Bencana alam;
d. Marabahaya; dan/atau
e. Wabah penyakit??
5. Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan
perlindungan terhadap instansi dalam jaringan telekomunikasi yang

digunakan untuk penyelenggara telekomunik&si.

3.2.1.3. Pemerintah

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah berperan untuk
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pihak pengguna dan
penyelenggaraan telekomunikasi agar mematuhi peraturan yang berlaku sehingga
proses penyelenggaraan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah
dalam hal ini diwakili oleh menteri sebagai penanggungjawab administrasi
telekomunikasi Indonesid’ dan instansi/lembaga pemerintah lainnya yang
terkait dengan telekomunikasi.

Dalam melakukan pengembangan dan pembinaan telekomunikasi,
pemerintah melakukan kerjasama dengan instansi terkait serta melibatkan peran
serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk
penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat
mengenai arah perkembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan
kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di  bidang

telekomunikast®

12 1pid., pasal 20
143 1pid., Pasal 39.
14 1bid., Pasal 6.

145 |bid., Pasal 5.
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3.2.2. Penyelenggara Jasa L ayanan Multimedia

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan bisnis
telekomunikasi, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di biang jasa
multimedia pun semakin bermunculan. Mengenai jasa multimedia ini diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang kemudian diperbarui dengan
Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 30 tahun 2004.

Penyelenggara Jasa Multimedia terdiri &fas

jasa televise berbayar;
jasa internet (internet service provijler
jasa interkoneksi internet (NAP);
jasa internet teleponi untuk keperluan publik;

jasa sistem komunikasi data;

= 0 o 0 T p

jasa wireless access protocol (WAP);

jasa portal,

> @

jasa small office home office (SOHO);

jasa transaksin-line;
J. Jasa aplikaspacket-switchedselain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,

c, d, e, f, g, dan huruf h.

3.2.3. Definisi internet

Internet dapat diartikan sebagai jaringan computer luas dan besar yang
mendunia, yaitu menghubungkan pemakai computer dari suatu negara ke negara
lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya

informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interdktif.

%% Indonesia (b)Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 30 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Jasa TelekomunikBsisal 46.

14" Eddi Purwanto dan Tim Sub Bag Jaringan Informasi IPTEK, JPeRgantar World
Wide Web, http://74.125.153.132/search?q=cache:G-
QW5M2wfAJ:www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar
WWW.doc+pengantar+world+wide+web&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=iddiakses pada 10
Oktober 2009.
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Secara umum, semua penyedia jasa internet didebeinet Provider

Service (IPS)tetapi sebenarnya penyedia jasa ini dibagi&dtas

a

Penyedia jaringan aksesofinection provider yakni penyedia jasa jaringan
internet yang hanya terbatas pada penyelenggaraan jaringan yang dapat
digunakan oleh penyedia jasa internet lain untuk dapat masuk dan
berhubungan dengan jaringan internet.

Penyediacontent(information provide), yakni penyelenggara internet yang
menyediakan isi qonten} dari media yang dapat diakses oleh pengguna
internet.

Penyedia search engine (portal), yakni penyedia jasa internet yang
menyediakan jasa yang berupa jalan bagi pengguna internet untuk mencari
dan menemukan berbagai informasi yang disediakan oleh pernyatient
melalui portal yang dibangun dan disediakan oleh peneydia geaech

engine

3.2.4. Pihak-pihak Dalam Penyediaan Jasa I nter net

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan jasa internet adalah sebagai

berikut4®

1. Konsumen, yakni setiap orang pemakai atau pengguna jasa internet.
Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik atas jasa internet
yang dilanggankan dari penyelenggara jasa internet dan berkewajiban
untuk memberikan imbalan kepada penyelenggara jasa internet atas jasa
layanan internet melalui pembayaran sejumlah uang yang telah
diperjanjikan sebelumnya.

2. Penyelenggara Jasa Internet, yakni perusahaan atau badan yang
menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang
berhubungan. Penyelenggara jasa internet berkewajiban memberikan jasa

layanan internet yang baik kepada konsumen dan berhak untuk

148 Asril Sitompul,Hukum Internet, pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace,

(Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 7-8.

149 (http://www.apijii.or.ig, diakses pada 21 Oktober 2009.
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mendapatkan imbalan berupa pembayaran uang atas penggunaan jasa yang
diberikan dari para konsumen.

. Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, yakni asosiai yang
bertugas melakukan beberapa program strategis untuk pengembangan
jaringan internet di Indonesia.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yakni sebuah badan regulasi
mandiri yang diharapkan dapat melindungi kepentingan pulik dan
mendukung serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga

menjadi sehat, efisien, dan menarik para investor.
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BAB 4

KONTRAK BERLANGGANAN ANTARA PELANGGAN
DENGAN TELKOMSEL DILIHAT DARI SUDUT PANDANG
WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

4.1. Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikas Selular GSM
Telkomsel antara Pelanggan Telkomflash dan Telkomflash Memenuhi
Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
dimana terdapat empat ketentuan yang menjadi syarat apakah suatu perjanjian sah
atau tidak. Berikut akan dijelaskan satu perjanjian berlangganan antara pelanggan

Tekomflash dengan Telkomflash dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian.

4.1.1. Persetujuan Kehendak Antara Pihak-Pihak yang Membuat Perjanjian

Persetujuan kehendak berarti adanya suatu kesepakatan, seia sekata antara
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat di antara mereka. Persetujuan
kehendak ini dapat berwujud pernyataan bahwa pihak tersebut telah menyetujui
dan menyepakati mengenai pokok perjanjian yang dibuat di antara mereka. Selain
itu, persetujuan kehendak ini akan menjadi lebih kuat jika pernyataan persetujuan
tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan.

Dalam perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM
Telkomsel terdapat kolom yang berisi keterangan mengenai Nama, No. KTP,
Alamat, dan No. KartuHalo yang kemudian diikuti dengan kalimat di bawahnya
“Dengan ini menyatakan setuju terhadap segala ketentuan perjanjian yang terdapat
di bawah ini”. Dalam lembar perjanjian tersebut kolom tanda tangan memang
dikosongkan karena tanda tangan pelanggan dibubuhkan dalam suatu lembar
pernyataan yang merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut
terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal sebagai berikut:

a. Definisi
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Lingkup Perjanjian
Tanggal efektif
Penyediaan Data

Hak dan Kewajiban

- ® 2 0 T

Pelanggan kartuHalo Keluarga

Biaya-biaya

- @

Pemutusan Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Force Majeur

J. Pembatasan tanggungjawab
k. Pengesampingan

|.  Keterpisahan

m. Lain-lain

Selanjutnya terdapat suatu Lembar Pernyataaan Berlangganaan Paket
TELKOMSELFlash dengan keterangan mengenai Nama, Alamat, Nomor
katuHALO, Nomor Kartu ldentitas, dan Nomor seri Modem diikuti dengan
kalimat, “(selanjutnya dalam Perjanjian Berlangganan ini disebut sebagai
“Pelanggan” atau “Anda”). Surat pernyataan tersebut terdiri ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

a. Paket Berlangganan Bulanan
Dalam ketentuan ini terdapat paket berlangganan yang dipilih beserta
kecepatan dan biaya per bulan. Terdapat juga keterangan mengenai batas
pemakaian wajar sebesar @GigaByte (GB) yang selanjut menjadi
permasalahan antara pelanggan dengan Telkomflash.
. Paket Berlangganan dengan Modem
Definisi

b
c
d. Ketentuan Umum
e. Ketentuan Khusus
f.

Tanda tangan pelanggan disertai dengan Materai Rp 6.000,00

Tanda tangan pelanggan yang disertai dengan materai Rp 6.000,00 ini merupakan
perwujudan dari pernyataan persetujuan kehendak bahwa pelanggan dinyatakan
telah mengetahui dan menyepakati semua ketentuan yang terdapat baik dalam
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lembar “Perjanjian Berlangganan asa Telekomunikasi Seluler GSM TElkomsel”
maupun “Surat Pernyataan Berlangganan”. Dengan demikian, syarat mengenai

persetujuan kehendak telah terpenuhi.

4.1.2. Kecakapan Pihak-Pihak yang Membuat Perjanjian
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa KUHPerdata tidak
mengatur mengenai siapa yang dapat dinyatakan cakap untuk melakukan

perbuatan hukum, namun mengatur mengenai siapa yang tidak cakap. Pasal 1330

KUHPerdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap adalah sebagai

berikut:

a. Orang-orang yang belum dewasa
Mengenai acuan mengenai batas umur kedewasaan mengikuti ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan
hukum, termasuk perjanjian, jika sudah berusia 18 (delapan belas) tahun.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Pasal 344 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang diletakan di bawah
pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada di bawah keadaan
dungu, sakit otak atau gela mata, dan boros. Dengan kata lain mereka tidak
mampu menydari tanggungjawabnya dank arena itu tidak cakap bertindak
untuk mengadakan perjanjian.

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, sdan
semua orang kepada siapa saja Undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan tidak cakap melakukan
perbuatan hukum ini sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3/1963 tertanggal 4 Agustus yang ditujukan kepada

Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingi di seluruh Indonesia.

Perjanjian berlangganan yang menjadi acuan dari karya tulis ini adalah perjanjian
yang dilakukan antara salah satu pelanggan bernama Antonius Suhandi dengan
Telkomsel. Antonius Suhandi merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir

pada tahun 1961 sehingga umurnya saat ini adalah 48 tahun. Dengan demikian, ia
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memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dilihat dari segi usia.
Selain itu, Antonius Suhandi tidak pernah dinyatakan berada di bawah
pengampuan sehingga tidak memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Telkomsel merupakan subjek hukum
berupa badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban, sehingga dapat
melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat mengenai kecakapan para

pihak terpenuhi.

4.1.3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yakni berupa prestasi yang
perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut haruslah tertentu atau
sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Dalam perjanjian berlanggangan antara
Pelanggan dengan pihak Telkomsel yang menjadi prestasi yang perlu dipenuhi
adalah sebagai berikut:

a. Pihak pelanggan

Prestasi yang berhak didapatkan oleh pelanggan adalah layanan interntet
dengan kecepatan sampai dengan 256 kbps dan batas pemakaian wajar sebesar
2 GB. Untuk mendapatkan prestasi tersebut, Pelanggan berkewajiban
membayar biaya sebesar Rp 125.000,00 per bulan. Kewajiban lain adalah
apabila Pelanggan menggunakan internet lebih dari kapsitas 2 GB per bulan,

maka Pelanggan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah denda.

b. Pihak Telkomsel
Prestasi yang berhak didapatkan oleh Telkomsel adalah pembayaran sebesar
Rp. 125.000,00 per bulan dengan ketentuan apabila pelanggan menggunakan
internet lebih dari kapasitasnya (2 GB) maka terdapat denda yang harus
dibayarkan kepada pihak Telkomsel.

Jasa internet ini merupakan suatu hal yang dapat diperdagangkan dan yang
termasuk dalam lapangan harta kekayaan dalam keadaan tidak berwujud. Dengan
demikian, syarat mengenai suatu hal tertentu telah terpenuhi.
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4.1.4. Adanya Suatu Sebab yang Halal

Kriteria mengenai suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 — 1337
KUHPerdata. Pada dasarnya, suatu sebab yang halal mengacu pada pokok
perjanjian yang tidak boleh berdasarkan atas suatu sebab yang palsu atau terlarang
atau dengan kata lain dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian berlangganan antara
Pelanggan dengan Telkomsel mempunyai pokok perjanjian berupa fasilitas
internet yang seiring berjalannya waktu memang semakin dibutuhkan oleh
masyrakat. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
juga kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, syarat adanya suatu
sebab yang halal terpenuhi.

Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian berlangganan antara
Pelanggan dengan Telkomsel adalah sah di mata hukum. Dengan demikian, hak
dan kewajiban yang tercantum dalam ketentuan perjanjian tersebut mengikat para
pihak dan mempunyai kekuatan memaksa bagi para pihak. Hal ini berkaitan
dengan asas perjanjig@cta sun servandsebagaimana diatur dalam Pasal 1338
KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.

4.2. Penurunan Batas Pemakaian Wajar secara Sepihak Ditinjau dari
Sudut Pandang Wanprestas dan Perbuatan M elawan Hukum

4.2.1. Dilihat dari Sudut Pandang Wanpr estasi

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya bahwa wanprestasi
adalah suatu keadaan dimana prestasi dalam suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi
dan dapat dikategorikan menjadi empat wujud sebagai berikut:
a. debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
b. debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya/ melaksanakan

kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya,

c. debitur tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya

d. debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.
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Dalam perjanjian berlangganan antara Pelanggan dengan pihak
Telkomflash, prestasi yang harusnya diberikan oleh Telkomsel adalah jasa
layanan internet dengan kecepatan sampai dengan 256 kbps dan batas pemakaian
wajar sebesar 2 GB per bulan, dan perjanjian tersebut berlaku selama 12 (dua

belas) bulan.

Pada kenyataannya, pada tanggal 2 September 2009 pelanggan
mendapatkarShort Message ServicgSMS) pemberitahuan yang menyatakan
bahwa per 1 September 2009 terdapat perubahan kebijakan batasan quota
(pemakaian wajar) yang tadinya 2 GB menjadi 500 MB. Penurunan quota tersebut
tidak sesuai dengan perjanjian yang ditandatangi dan disepakati oleh Pelanggan
dengan Telkomsel yang mana jelas-jelas menyatakan bahwa batas pemakaian
wajar adalah sebesar 2 GB. Selain itu, Pelanggan juga mengeluhkan mengenai
kecepatan koneksi internet yang seringkali sangat lambat, bahkan hanya berkisar
di kecepatan 35 kbps dari kecepatan sampai dengan 256 kbps yang difahjikan.
Kecepatan yang lambat ini mengakibatkan Pelanggan tidak dapat mengakses
internet dengan baik, bahkan harus menunggu waktu yang sangat lama hanya

untuk membuka suatu situs tertentu.

Pada saat Pelanggan mencoba mempertanyakan dan mengkonfirmasi
mengenai perubahan kebijakan tersebut, penjelasan yang disampaikan oleh pihak
Telkomsel adalah bahwa sebagian besar Pelanggan hanya menggunakan kapasitas
internet sampai dengan 500 MB per bulan, sehingga pihak Telkomsel dengan
sengaja menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan
kebijakan, yang mana menurunkan quota yang tadinya 2 GB menjadi 500 MB.
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Arief Pradetya selaku Manajer Data
dan Broadband Service dalam rilis yang dikirim ke media-media bahwa
pemotongan tersebut didasarkan pada data perilaku penggunga Telkomflash,

yakni 60 persen rata-rata menggunakan data 500 MB per Bllgesengajaan

%" Asido Wibowo,Flash Terputus Tanpa Pemberitahuan, <http://www.detik.com/

suarapembaca>, diakses pada 22 Oktober 2009.

151

Barratut Tagiyyah dan Yudo Widyantbelkom Flash “Lemot”, Pelanggan Gemas”,
<http://nasiona.kompas.comdiakses pada tanggal 15 Desember 2009.
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ini dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian yang dilakukan oleh Telkomsel
selaku salah satu pihak karena tidak memenuhi ketentuan keadaan memaksa
sebagaimana sudah diatur dalam perjanjian tersebut.

Mengenai kecepatan yang seringkali hanya berkisar di 30 kbps juga
merupakan suatu bentuk wanprestasi dimana Telkomsel tidak dapat memenuhi
janji mengenai kecepatan internet yang dapat mencapai 256 kbps. Memang pada
dasarnya Telkomsel tidak pernah menjanjikan bahwa kecepatan tersebut akan
stabil pada 256 kbps, dan ketentuan yang tercantum pun “sampai dengan” 256
kbps. Meskipun demikian, bukan berarti Telkomsel bisa menyediakan kecepatan
yang sedemikian rendah karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan
dan diharapkan oleh Pelanggan pada saat menandatangani perjanjian. Hal ini
memang merupakan salah satu kelemahan dari perjanjian ini dimana tidak
terdapat kecepatan minimum yang dijanjikan, melainkan hanya kecepatan
maksimum. Ketidaktepanan janji yang dilakukan oleh Telkomsel ini bertentangan
dengan pihak Pelanggan yang selalu membayar biaya sesuai dengan yang
ditagihkan oleh pihak Telkomsel secara tepat waktu.

Berdasarkan fakta tersebut bahwa terjadi penurunan quota secara sepihak
oleh Telkomsel dan kecepatan internet yang jauh dari apa yang dijanjikan, maka
Telkomsel dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan bentuk

melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

4.2.2. Dilihat dari sudut perbuatan melawan hukum

4.2.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan konsumen menyatakan bahwa
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Antonius Suhandi adalah pemakai
jasa internet yang diselenggarakan oleh Telkomsel dalam program Telkomflash.
Jasa internet itu terutama dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya yang
memang membutuhkan internet untuk kebutuhan edukasi dan pencarian informasi

sehari-hari. Dengan demikian, Antonius Suhandi memenuhi kriteria konsumen
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sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan berhak untuk
mendapat perlindungan serta berkewajiban mematuhi ketentuan yang terdapat

dalam UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi. Telkomsel atau PT Telekomunikasi Selular adalah perusahaan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penyelenggara jaringan dan
jasa telekomunikasi selular GSM. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud
adalah berbagai peraturan yang mengatur mengenai penyediaan jasa
telekomunikasi, seperti UU Nomor 36 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor

55 tahun 2000, serta peraturan menteri yang bersangkutan.

Sementara TelkomFlash adalah layanan akses internet nirkateeg$s
kecepatan tinggi melalui laptop atau PC yang dapat diakses melalui modem
datacard, pnsel, ataupun router. Layanan ini disediakan oleh Telkomsel untuk
seluruh pelanggannya, baik pascabayar (kartuHALO) atau prabayar (SImPATI dan
Kartu AS) dengan beberapa tarif akses data. Berdasarkan pengertian tersebut,
Telkomsel melalui salah satu program jasa layanannya yang bernama
TelkomFlash memenuhi pengertian Pelaku Usaha yang diatur dalam UU
Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, Telkomsel tunduk pada ketentuan

UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa
konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Dalam pernyataan berlangganan yang ditandatangani oleh Antonius Suhandi
(yang selanjutnya disebut dengan Konsumen), paket yang dipilih adalah Paket
Basic dengan kecepatan sampai dengan 256 kbps dan biaya per bulan Rp
125.000,00. Di bawah kolom tentang pilihan paket tersebut terdapat ketentuan
yang menyatakan “mengacu kepada batas pemakaian wajar sebesar 2 GB”.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, Konsumen berhak untuk mendapatkan jasa
internet dengan kecepatan sampai dengan 256 kbps dan batas pemakaian wajar
sebesar 2 GB. Pada kenyataannya, pihak Telkomsel melakukan penurunan
kapasitas secara sepihak bahwa 2 GB tersebut diturunkan menjadi 500 MB.
Dengan adanya penurunan secara sepihak tersebut, hak Konsumen untuk
mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan tidak terpenuhi.

Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan
adanya ketentuan pasal ini, Konsumen berhak untuk mengajukan gugatan dan
menuntut ganti rugi atau kompensasi dari pihak Telkomsel karena jasa yang
diterima oleh Konsumen tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat
pernyataan berlangganan.

Pasal 5 huruf ¢ menyatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen dalam kasus ini
telah membayar sebesar Rp 125.000,00 per bulan sesuai dengan tarif yang
ditentukan oleh Telkomsel dalam program Telkomflash dan tidak pernah
melakukan keterlambatan pembayaran sekalipun. Dengan demikian, Konsumen
telah melakukan kewajibannya dan sebagai balasannya berhak untuk
mendapatkan jasa layanan internet sesuai dengan yang dijanjikan. Telah
dipenuhinya kewajiban ini memperkuat posisi Konsumen untuk mendapatkan
haknya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Telkomsel selaku pelaku usaha.

Senada dengan pasal 5 huruf c, pasal 6 huruf a UU Perlindungan
konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran
sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan. Konsumen telah membayar sesuai dengan perjanjian,
dengan demikian hak pelaku usaha mengenai pembayaran telah terpenuhi.
Sebagai balasan, Pelaku uasha (dalam hal ini Telkomsel) terikat dan tidak
mempunyai alasan (kecuali terdapat dasar pemaksa) untuk tidak melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan yang sudah dijanjikan.
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Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban
pdaku usaha. Dalam huruf d dinyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk
menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sampai
tahun 2009 berdasarkan info yang terdapat dalam website Direktorat Jenderal Pos
dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, belum ada standar kualitas pelayanan jasa yang diberlakukan khusus
untuk penyedia jasa internet. Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam surat
pernyataan berlangganan, bahwa Telkomsel menjanjikan jasa internet dengan
kapasitas maksimum sebesar 2 GB, maka mutu pelayanan yang harusnya dipenuhi
oleh Telkomsel adalah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat tersebut.
Dengan demikian, Telkomsel dalam hal ini tidak dapat memenuhi kewajiban
pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UU Perlindungan
Konsumen.

Huruf g pasal yang sama juga menyatakan bahwa pelaku usaha
berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian. Dengan adanya ketentuan pasal ini, Telkomsel selaku pelaku usaha
terikat untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
jasa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Penurunan
kapasitas maksimum pemakaian dari 2 GB menjadi 500 MB jelas tidak sesuai
dengan apa yang diperjanjikan dalam surat pernyataan berlangganan maupun
kontrak berlangganan karena tidak ada keadaan memaksa. Pada kenyataannya,
Telkomsel mengetahui dan dengan sengaja melakukan penurunan kapasitas yang
jelas-jelas menyebabkan jasa yang diterima oleh Konsumen tidak sesuai dengan
yang dijanjikan, namun tidak memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apapun terhadap Konsumen. Dengan demikian, Telkomsel tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam huruf g ini.

Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai produk yang
dilarang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ayat 1 huruf f
pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu larangan tersebut adalah apabila

barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagankan tidak sesuai dengan
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janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Penurunan kapasitas dari 2 GB menjadi
500 MB menjadikan jasa internet yang diperdangkan oleh Telkomsel tidak seusai
dengan janji yang terdapat dalam surat pernyataan berlangganan dan pernyataan
yang didapat oleh Konsumen saat memutuskan untuk berlangganan Telkomflash.
Dengan demikian, Telkomsel telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f
UU Perlindungan Konsumen dengan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal
8 ayat (4) bahwa barang dan/atau jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran.

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan
pencantuman klausula baku dimana dalam ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa
pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya. Angka 5 (lima) dalam surat Surat Pernyataan Berlanganan yang
menyatakan bahwa “setiap saat selama berlakunya perjanjian ini, Telkomsel
berhak unuk mengubah syarat dan ketentiaanusagé. Ketentuan itu secara
tidak langsung menyatakan bahwa Telkomsel mempunyai hak untuk mengubah
secara sepihak syarat dan ketentuan mend@naisage(batas pemakaian wajar)
dan mewajibkan konsumen untuk mengikuti perubahan apapun merigenai
usageyang dilakukan kemudian secara sepihak selama Pelanggan menggunakan
jasa Telkomflash. Ketentuan angka 5 (lima) tersebut tidak sesuai dengan
pengaturan mengenai pencantuman klausula baku yang telah diatur oleh UU
Perlindungan Konsumen, dan sebagai akibatnya, ayat (4) pasal menyatakan bahwa

Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku tersebut.

4.2.2.2. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Telekomunikasi

Peraturan mengenai penyediaan jasa di bidang telekomunikasi diatur
dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi. Peraturan di bidang telekomunikasi ini pun diatur lebih lanjut
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dalam berbagai Peraturan dan/atau Keputuan Menteri dan peraturan perundang-
undangan lainnya dengan tingkatan lebih rendah.

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, internet
merupakan salah satu jasa di bidang multimedia yang mengenai ketentuannya
diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 serta PP No. 52 tahun 2000 dan berbagai
peraturan perundang-undangan lainnya di bidang telekomunikasi. Dengan
demikian, Telkomsel melalui program Telkomflash yang menyediakan jasa
internet kepada masyarakat tunduk pada semua peraturan perundang-undangan
tersebut, sebagaimana juga dinyatakan dalam surat pernyataan berlangganan
bagian definisi yang menyatakan bahwa telkomsel merupakan perusahaan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penyelengara jaringan dan

jasa telekomunikasi selular GSM.

Pasal 15 ayat (1) PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib
menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa
telekomunikasi yang baik. Dalam penjelasan ayat tersebut, dinyatakan bahwa
yang dimaksud dengan kualitas pelayanan yang baik antara lain dengan
memenuhi standar pelayanan. Pada saat ini, tidak ada Peraturan Menteri atau
peraturan lainnya yang mengatur secara khusus mengenai standar pelayanan bagi
penyedia jasa internet, meskipun demikian patokan mengenai kualitas pelayanan
yang baik ini dapat mengacu kepada perjanjian yang telah dibuat antara Pengguna

dan Penyedia jasa internet sendiri.

Dalam masalah ini, Pelanggan Telkomflash telah menandatangani surat
pernyataan berlangganan beserta kontrak berlangganan menyatakan bahwa
Pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan internet dengan batas pemakaian
wajar sebesar 2 GB per bulan dan kecepatan internet sampai dengan 256 kbps.
Dengan munculnya berbagai keluhan mengenai lambatnya kecepatan internet
yang hanya berkisar di angka 30 kbps ditambah dengan adanya pemotongan
sepihak mengenai batas pemakaian wajar, tentu tidak sesuai dengan kewajiban
untuk menyediakan kualitas pelayanan yang baik di bidang telekomunikasi.
Dengan demikian, Telkomsel dapat dinyatakan telah melalaikan kewajiban
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hukumnya untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas
yang baik, yang paling tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

4.2.3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah baik secara positif maupun
bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Dalam
masalah ini, Telkomsel telah melakukan perbuatan secara positif, yakni
melakukan pemotongan atau penuruan secara sepihak mengenai batas
pemakaian wajar yang tadinya 2 GB menjadi 500 MB per bulan. Sementara
perbuatan yang bersifat negatif, atau dengan kata lain tidak berbuat sesuatu,
Telkomsel tidak melakukan upaya maksimal untuk menyediakan jasa internet
kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hal ini terlihat dengan
kecepatan internet yang disediakan melalui program Telkomflash sangat jauh
dari 256 kbps yang dijanjikan karena pada kenyataannya hanya berkisar pada

angka 30 kbps.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum

Berdasarkan pengertian luas mengenai perbuatan melawan hukum yang

dinyatakan oleliHoge Raad,perbuatan melawan hukum meliputi berbuat atau

tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar:

a. Hak subyektif orang lain

Hak subyektif merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh
hukum kepada seseorang. Dalam hal ini, hak subyektif yang dimiliki
Pelanggan diberikan oleh UU Perlindunga Konsumen khususnya
mengenai ketentuan yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Salah
satunya adalah hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Penurunan batas pemakaian wajar yang dilakukan secara sepihak oleh
Telkomsel terhadap Pelanggan Telkomflash melanggar hak subyektif
ini, karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
sebelumnya.

b. Kewajiban hukum si pelaku
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Kewajiban hukum Telkomsel dalam masalah ini diatur dalam UU

Perlindungan Konsumen juga PP No. 52 tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan telekomunikasi. Kewajiban hukum Telkomsel antara

lain adalah untuk menyediakan pelayanan dengan kualitas yang baik,

menjamin barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan
apa yang diperjanjikan, serta mencantumkan klausula yang dilarang
oleh UU Perlindungan Konsumen. Pada kenyataannya, Telkomsel
tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

3. Kerugian

Dengan adanya pemotongan kapasitas yang dilakukan secara sepihak
oleh Telkomsel, para pelanggan Telkomflash tentunya mengalami kerugian
karena tidak mendapatkan kualitas jasa sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Penurunan yang tadinya dari 2 GB menjadi 500 MB memberikan pengaruh
yang sangat besar terhadap kapasitas yang dimiliki seorang pelanggan dalam
mengakses internet. Sebelum adanya penurunan batas pemakaian wajar,
Pelanggan dapat lebih leluasa membuka situs yang dikehendaki, dan konten
yang dapat dimunculkan pun jauh lebih banyak. Perbedaan sebesar 1,5 GB itu
merupakan kerugian yang diderita oleh Pelanggan.

Selain karena adanya pemotongan, Pelanggan juga mengalami
kerugian akibat kecepatan yang sangat lambat, yang menyebabkan Pelanggan
tidak dapat membuka situs-situs tertentu atau membutuhkan waktu yang
sangat lama hanya untuk membuka satu halaman internet. Kerugian ini
termasuk kerugian waktu dan uang karena meskipun telah membayar sesuai
dengan biaya yang dibebankan namun tetap tidak mendapatkan pelayanan
sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan demikian, unsur kerugian terpenuhi.

4. Hubungan sebab akibat

Dalam masalah ini jelas terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh
pelanggan Telkomflash diakibatkan oleh penurunan kapasitas yang dilakukan
secara sepihak oleh pihak Telkomsel dan juga pelayanan yang tidak maksimal

sehingga kecepatan internet sangat lambat.
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Kerugian tersebut tidak muncul karena adanya daya paksa apapun
sebagaimana telah ditentukan dalam surat pernyataan berlangganan ataupun
kontrak berlangganan. Penurunan kapasitas itu dikarenakan adanya asumsi
bahwa 60 persem pelanggan Telkomflash hanya menggunakan 500 MB per
bulan sehingga Telkomsel melakukan pemotongan secara sepihak. Dengan
adanya penurunan tersebut, Pelanggan menjadi tidak leluasa dalam mengakses

internet. Dengan demikian, unsur hubungan sebab akibat terpenuhi.

5. Kesalahan
Unsur kesengajaan dalam pasal 1365 KUHPerdata dianggap ada
apabila dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja tersebut telah
menimbulkan konsekuensi tersebut terhadap fisik dan/atau harta benda
korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan
mental) dari korban tersebtit
Dalam masalah telkomsel, kesalahan atau kelalaian dapat dinyatakan
terjadi apabila sebab dari adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan kewajiban
untuk menyediakan pelayanan secara maksimal tidak berdasarkan keadaan
memaksa. Pasal perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM
Telkomsel yang ditandatangi oleh Pelanggan menyatakan bahwa Telkomsel
dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila terjadi
periwtiwva Force Majeumantara lain meliputi:
a. Bencana alam seperti banjir, angin topan, gempa bumi, petir, dan
sejenisnya;
b. Peristiwa kebakaran, pemogokan, perang pemberontakan atau tindakan
militer lainnya;
c. Kerusakan listrik PLN; dan
d. Tindakan pihak berwenang yang mempengaruhi kelangsungan

penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler oleh Telkomsel.

Menurut Arief Pradetya selaku Manajer Data dan Broadband Service dalam
rilis yang dikirim ke media-media bahwa pemotongan tersebut didasarkan
pada data perilaku penggunga Telkomflash, yakni 60 persen rata-rata

152 Rosa Agustindpc.cit.,hal. 65.
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menggunakan data 500 MB per bulan. Hal tersebut tidak dianyatakan sebagai
suatu force majeur yang dapat membebaskan Telkomsel dari kewajibannya
untuk menyediakan jasa internet sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Dengan

demikian, unsur kesalahan terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dengan
demikian kebijakan Telkomsel yang diterapkan bagi para pelanggan
Telkomflash mengenai penurunan kuota secara sepihak tersebut merupakan

suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

4.3.  Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Hukum perdata Indonesia mengenal adanya dua macam gugatan yang
dapat diajukan ke pengadilan, yakni gugatan berdasarkan wanprestasi dan
berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbedaan yang menjadi dasar di antara
keduanya adalah bahwa dalam gugatan berdasarkan wanprestasi, terdapat
perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya, sementara dalam perbuatan
melawan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah unsur-unsur perbuatan
melawan hukum. Hal ini menjadi suatu masalah ketika adanya suatu perbuatan
yang dapat mencakup keduanya. Di satu sisi perbuatan tersebut melanggar
perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, di sisi lain perbuatan yang sama juga
merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata buku Ill tentang
Perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan bersumber dari
perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang timbul
dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia, baik
perbuatan yang halal maupun yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam pasal
1352 — 1353 KUHPerdata.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan
orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku

seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan
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terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi merupakan perbuatan yang
menurut hukum atau pula yang melanggar hukirh.

Menurut Meijers, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang
timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian perbuatan
melawan hukum. Perikatan karena undang-undang yang juga mencakup perikatan
karena perbuatan melawan hukum, berada di samping perikatan karena perjanjian.
Kedua bidang ini merupakan bidang yang berbeda. Meskipun demikian,
perbedaan kedua macam pengertian ini tidak berarati bahwa satu perbuatan tidak
dapat masuk ke dalam kedua pengertian itu sekaligus. Dengan demikian, bisa saja
suatu perbuatan pada saat yang sama melanggar perjanjian dan perbuatan
melawan hukum sekaligus. Meijers kemudian menyatakan perbedaan mendasar di
antara keduanya, bahwa suatu perbuatan melanggar hanya kewajiban hukum yang
menjadi akibat dari suatu perjanjian, maka yang dapat dilakukan hanyalah gugatan
karena wanprestasi. Jika yang dilanggar adalah kewajiban, yang ada juga di luar
setiap perjanjian terhadap pemilik barang-barang, maka gugatan berdasarkan
perbuatan melawan hukum juga dapat diterifa.

Asser Rutten menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara
perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selanjutnya ia menyatakan bahwa
wanprestasi adalaspeciedari genusperbuatan melawan hukum yaitu mengenai
pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan kata lain wanprestasi dan perbuatan
pelawan hukum adalah merupakarex Specialis derogate legi genetaf®
Antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum juga terdapat perbedaan
dalam hal sumber. Wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan perbuatan

yang melawan hukum bersumber dari undang-un&&ng.

Dalam gugatan karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

13 Rosa Agustindpc.cit.,hal. 40 — 43.
" 1pid., hal. 43.
*1pid., hal. 45.

158 1hid., hal. 46.
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1. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, penggugat harus
membuktikan semua unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan
hukum, yakni antara lain ia harus dapat membuktikan adanya kesalahan
pada pihak tergugat. Dalam hal gugatan karena wanprestasi, penggugat
cukup menunjukkan bahwa wanprestasi telah terjadi, sedangkan mengenai
pembuktian bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan kepada
tergugat®” Dengan demikian, terdapat perbedaan mengenai beban
pembuktian antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan
hukum. Beban pembuktian pada gugatan perbuatan melawan hukum
terletak pada penggugat, sementara dalam gugatan wanprestasi digunakan
beban pembuktian terbalik, dimana tergugatlah yang harus membuktikan

bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi.

2. Tuntutan mengenai pengembalian keadaan semula hanya dapat dilakukan
dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sementara dalam dalam
gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut hal demikiamMengenai akibat
dai wanprestasi diatur secara khusus dalam Pasal 1243-1252
KUHPerdata, dimana pengganti kerugian akibat wanprestasi teridri dari
biaya, rugi dan bunga yang berwujud uang. Dalam gugatan perbuatan
melawan hukum, penerapan pasal 1243-1252 KUHPerdata dapat
dilakukan secara analogis. Selain daripada hal tersebut, juga dapat berupa
pengembalian keadaan semula dan larangan untuk mengulangi

perbuatannya lagi.

Dalam masalah yang terjadi antara Telkomsel dengan para pelanggan
Telkomflash, terdapat dua macam pelanggaran yang dilakukan oleh Telkomsel,
baik dari segi wanprestasi maupun dari segi perbuatan melawan hukum
sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Telkomsel melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam perjanjian dengan menurunkan

secara sepihak batas pemakaian wajar dari 2 GB menjadi 500 MB karena dalam

157 Djojodirdjo, loc.cit., hal. 34.

158 bid., hal. 35.
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surat pernyataan berlangganan tercantum dengan jelas bahwa batas pemakaian
wajar adalah sebesar 2 GB. Selain melanggar isi dari perjanjian, perbuatan
tersebut juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU
Perlindungan Konsumen dan PP no. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Meijers bahwa apabila suatu
perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selain dari
kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian, maka perbuatan tersebut

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

4.3.1. Gugatan berdasarkan wanprestas
Dengan dilakukannya pemotongan secara sepihak, Telkomsel telah
melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani
sebelumnya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.
Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur mempunyai hak sebagai B&tikut
a. Hak menuntut pemenuhan perikatan;
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat
timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
Hak menuntut ganti rugi;
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Dengan demikian, pelanggan dalam hal ini berhak untuk menuntut pemenuhan
perikatan, yakni pengembalian batas pemakaian wajar menjadi 2 GB ditambah
dengan perbaikan kecepatan. Jika pelanggan sudah tidak ingin menggunakan
fasilitas internet yang disediakan oleh Telkomsel melalui program Telkomflash,

pelanggan pun dapat menuntut pemutusan perikatan itu, yakni berhenti

berlangganan tanpa harus membayar denda. Bagi para pelanggan yang memilih
paket berlangganan dengan modem, perjanjian tersebut berlaku selama 12 bulan
secara terus menerus tanpa berhenti. Apabila pelanggan mengakhiri kontrak

berlangganan sebelum 12 (dua belas) bulan tanpa alasan apapun, maka akan

159 Mariam Darusloc.cit.,hal. 21.
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dikenakan denda dengan penghitungan (75% x Rp 150.000,00 + 25% x Nilai
paket) x sisa bulan kontrak.

Gugatan wanprestasi memberikan dua pilihan kepada penggugat, yakni
tetap melanjutkan kontrak atau memutuskan kontrak yang telah disepakati dan
ditandatangani. Kedua pilihan tersebut juga disertai dengan hak penggugat untuk
menuntut ganti rugi. Dalam hal terjadi wanprestasi, pengaturan mengenai
kerugian mengacu pada ketentuan Pasal 1236-1243 KUHPerdata. Dalam hal ini,
pelanggan dapat menuntut ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah
dibayarkan kepada Telkomsel sejak terjadinya pemotongan secara sepihak

tersebut. lalai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Kelebihan daripada gugatan berdasarkan wanprestasi adalah bahwa
penggugat mempunyai pilihan untuk tetap melanjutkan kontrak atau tidak, disertai
dengan tuntutan berupa pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Dengan demikian,
pelanggan dapat menikmati fasilitas internet sesuai dengan yang sudah dijanjikan,
yakni dengan batas pemakaian wajar sebesar 2 GB per bulan. Selain itu, beban
pembuktian juga tidak terletak pada tergugat, dimana penggugat cukup
menyatakan bahwa telah terjadi wanpresasi, sementara tergugatlah yang harus

membuktikan bahwa wanprestasi itu tidak terjadi.

Meskipun demikian, gugatan berdasarkan wanprestasi ini memiliki
beberapa kekurangan karena dalam perjanjian terdapat beberapa ketentuan yang
melemahkan posisi penggugat. Ketentuan umum angka 10 yang terdapat dalam
surat pernyataan berlangganan menyatakan bahwa setiap saat selama perjanjian
ini Telkomsel berhak meninjau ulang layanan Telkomflash beserta tarif-tarif dan
layanan lainnya yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat dijadikan alasan tindakan
pemotongan batas pemakaian wajar yang dilakukan oleh Telkomsel. Sebagaimana
yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa alasan dari pemotongan tersebut adalah
adanya fakta bahwa 60% pengguna Telkomflash hanya menggunakan data sebesar
500 MB per bulan. Pemotongan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk
peninjauan ulang layanan Telkomflash yang diatur dalam ketentuan ini, yang
dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai suatu wanprestasi karena telah

diatur sebelumnya dalam perjanjian.
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Mengenai keluhan pelanggan akan kecepatan internet yang sangat rendah
sehingga mengganggu aktivitas penggunaan internet, dalam ketentuan umum
angka 13 yang terdapat dalam surat pernyataan berlangganan juga telah mengatur
hal tersebut. Dalam angka tersebut dinyatkaan bahwa pelanggan menyatakan
bahwa pihaknya sepenuhnya mengerti dan menyetujui bahwa kecepatan akses
Telkomselflash dapat berubah-ubah bergantung pada cakupan jaringan, lokasi,
perangkat yang digunakan, banyaknya pengguna jaringan dan tipe/volume yang
sedang diakses. Dalam angka 14 diatur kemudian bahwa Telkomsel tidak
menjamin bahwa Telkomflash tidak akan terputus dari waktu ke waktu ketika
digunakan dan Telkomsel juga tidak menjamin bahwa Telkomflash tidak akan
pernah terganggu. Dengan adanya ketentuan demikian, kecepatan internet yang
sangat rendah tersebut merupakan risiko dari pelanggan yang memilih untuk
menggunakan Telkomflash dan membuat kondisi tersebut bukanlah suatu hal
yang melanggar perjanjian. Sekalipun kecepatan yang sangat rendah tersebut
mengganggu aktivitas internet, bahkan sering terjadi jaringan tidak bekerja sama
sekali, hal tersebut bukanlah suatu bentuk kelalaian pihak Telkomsel, karena telah

diatur sebelumnya dan disetujui oleh pelanggan.

Mengenai batas pemakaian wajar, angka 5 (lima) ketentuan khusus yang
terdapat dalam surat pernyataan berlangganan menyatakan bahwa setiap saat
selama berlakunya perjanjian ini, Telkomsel berhak untuk mengubah syarat dan
ketentuan batas pemakaian wajar. Ketentuan ini dapat dijadikan alasan pembenar
bahwa tindakan pemotongan sepihak yang dilakukan Telkomsel tersebut tidak
menyalahi perjanjian, karena sudah diperjanjikan sebelumnya bahwa Telkomsel
berhak mengubah syarat dan ketentuan batas pemakaian wajar, termasuk

menurunkannya secara sepihak.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat pernyataan berlangganan
tersebut dapat dijadikan alasan oleh Telkomsel untuk menghindar dari tuntutan,
baik berupa pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Selain itu, Telkomsel selaku
tergugat dapat menggunakan ketentuan-ketentuan ini sebagai bukti bahwa
pihaknya tidak melakukan wanprestasi, karena pemotongan secara sepihak dan

kecepatan yang sangat rendah telah diatur sebelumnya dalam perjanjian.
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4.3.2. Gugatan berdasar perbuatan melawan hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh Telkomsel berupa pemotongan batas pemakaian wajar secara
sepihak, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.Dengan
demikian, pelanggan dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan
hukum dan menuntut ganti rugi berupa ganti rugi kompensasi dan ganti rugi
penghukuman, termasuk pernyataan bahwa pihak Telkomsel telah melakukan
perbuatan melawan hukum. Jumlah ganti rugi kompensasi dapat ditentukan
sebesar besarnya uang yang telah dibayarkan oleh pelanggan kepda Telkomsel
sejak diberlakukannya pemotongan. Sementara ganti rugi penghukuman dapat
ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen sebesar Rp 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah). Telkomsel juga berdasarkan ketentuan pasal pasal 18 ayat (4)
UU Perlindungan Konsumen dapat dituntut untuk mengubah ketentuan yang
terdapat dalam surat pernyataan berlangganan, bagian Ketentuan khusus angka 5
yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pencantuman klausula baku.

Kelebihan daripada gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum
adalah cakupan yang luas mengenai perbuatan melawan hukum tersebut. Selain
melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan melawan hukum mencakup
pelanggaran terhadap kesusilaan dan asas kehati-hatian atau keharusan dalam
pergaulan masyarakat yang baik. Pelaku usaha terikat oleh kode etik dan
kewajiban untuk menyediakan layanan jasa yang terbaik bagi para konsumen, atau
paling tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Pelanggaran
terhadap hal itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kepatutan dalam
masyarakat. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa Telkomsel tidak dapat
mengelak dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, kelebihan daripada gugatan berdasarkan perbuatan melawan
hukum adalah efek jera yang dapat ditimbulkan. Hukuman berupa pernyataan
telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan suatu cela yang sangat
besar bagi suatu perusahaan sebesar Telkomsel dan dapat mengurangi
kepercayaan masyarakat, belum lagi denda sebesar Rp 2 Milyar sebagaimana
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diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini tentu dapat menimbulkan efek
jera bahwa di kemudian hari, Telkomsel tidak melakukan perbuatan seperti itu
lagi yang dapat merugikan konsumen. Pernyataan bahwa Telkomsel telah
melakukan perbuatan melawan hukum juga menunjukan adanya perlindungan
terhadap konsumen, dan hak-hak konsumen memang harus dipenuhi.

Meskipun demikian, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum
mempunyai beberapa kekurangan. Penggugat, dalam hal ini adalah pelanggan,
tidak mempunyai pilihan untuk tetap melanjutkan atau memutuskan kontrak.
Kontrak yang telah disepakati dan ditandatangi oleh Pelanggan dan Telkomsel
tetap berlaku sampai batas waktu kontrak tersebut berakhir. Dalam gugatan ini,
penggugat juga tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana
dicantumkan dalam kontrak.

Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh baik gugatan
berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, perlu
dipertimbangkan juga bahwa kebijakan pemotongan yang dilakukan Telkomsel
ini telah merugikan tidak hanya satu pelanggan, melainkan seluruh pelanggan.
Pelanggan Telkomsel yang menggunakan program Telkomflash pun tersebar di
berbagai wilayah Republik Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak,
sehingga perbuatan ini telah merugikan kepentingan orang banyak. Dengan
demikian, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dirasa lebih tepat
untuk menyelesaikan masalah antara Telkomsel dan para pelanggan.

Mengingat bahwa perbuatan Telkomsel tersebut merugikan kepentingan
orang banyak, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini dapat diajukan
melalui metodeclass action sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun
2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan Perwakilan
Kelompok (Class Actionisuatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu
orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri
atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang
jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atatu dasar hukum antara wakil

kelompok dan anggota kelompok dimaks6f.

180 program Pengembangan Kecama@umatan Perwakilan KelompdClass Action), <
http://www.ppk.or.id/downloads/Gugatan%20Class%20Action.pdf>, diakses pada 30 Desember
2009.
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Adapun prosedur gugatan perwakilan harus memenuhi persyaratan utama

sebagai berikut:

1. Numerosity yakni jumlah anggota kelompok harus sedemikian banyak
sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara
sendiri-sendiri (individual}®* Dalam kasus ini, yang mengalami
kerugian akibat penurunan secara sepihak oleh Telkomsel adalah
seluruh pelanggan Telkomflash yang jumlahnya sangat banyak dan
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

2. Commonality yakni terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan
dasar hukum (question of lqwantara pihak yang mewakili dan pihak
yang diwakili*®> Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya
kesamaan ini. Dalam kasus ini, terdapat kesamaan peristiwva yang
dialami oleh seluruh pelanggan, yakni penurunan batas pemakaian
wajar secara sepihak yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
UU Perlindungan Konsumen dan PP No. 52 Tahun 2000.

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan
kelompok dan anggota kelompok. Persyaratan ini tidak multak
mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang

sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang’3ama.

Dengan demikian, pelanggan Telkomsel program Telkomflash yang merasa
dirugikan karena adanya penurunan batas pemakaian wajar secara sepihak

tersebut dapat melakukan gugatan melalui metta$ss action.

161 Emerson YunthoClass Action Sebuah Pengantag http://www.elsam.or.id/pdf/
kursusham/Mekanisme_Class_Action.pdf> , diakses pada 30 Desember 2009.

192 pid.

83 1pid.
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BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penurunan batas pemakaian wajar yang dilakukan oleh Telkomsel secara
sepihak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian
bagi konsumen. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang penting unttuk
menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum, yang nantinya menentukan gugatan apa yang paling tepat
digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam hukum perdata. Setelah
melakukan pengkajian lebih lanjut dikaitkan dengan teori-teori di bidang hukum,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak berlangganan antara konsumen dengan Telkomsel telah
memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Adapun syarat yang telah dipenuhi tersebut mengenai
adanya kesepakatan antara para pihak, kecapakan para pihak, suatu hal
tertentu, dan suatu sebab yang halal.

2. Penurunan batas pemakaian wajar yang dilakukan secara sepihak oleh
Telkomsel dapat merupakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
sekaligus. Dikatakan sebagai wanprestasi karena adanya pelanggaran
terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati dalam perjanjian.
Dikatan sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran
terhadap kewajiban hukum yang telah dinyatakan dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya UU Perlindungan Konsumen dan
peraturan di bidang telekomunikasi. Selain daripada itu, perbuatan tersebut
telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

3. Gugatan yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah antara
konsumen dengan Telkomsel adalah gugatan berdasarkan perbuatan
melawan hukum. Gugatan ini dirasa paling tepat berdasarkan

pertimbangan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang telah
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dilanggar oleh Telkomsel melalui penurunan batas pemakaian wajar
tersebut dan kerugian yang ditimbulkan menyangkut kepentingan orang
banyak. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini juga dapat

dilakukan dengan metode Class Action.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1. Untuk menghindarkan hal demikian terjadi di kemudian hari,
pengawasan terhadap para pelaku usaha di bidang telekomunikasi,
kususnya penyedia jasa internet, perlu ditingkatkan. Dalam hal ini,
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dapat lebih
berperan melakukan pengawasan, termasuk terhadap perjanjian
berlangganan yang dirumuskan oleh penyedia jasa internet.

2. Penggunaan bahasa dalam kontrak berlangganan haruslah disesuaikan
dengan kondisi para calon pelanggan yang pada umumnya kurang
mengerti bahasa hukum, sehingga seringkali terdapat ketentuan yang
dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari namun tidak disadari

oleh para calon pelanggan tersebut.
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